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NOTA DINAS
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Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan
koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

KONSENSUS DALAM ADVOKASI PASANGAN BEDA AGAMA:
Studi Kasus ICRP Jakarta dan Percik Salatiga

yang ditulis oleh:

Nama : Danu Aris Setiyanto
NIM : 18300016004
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 3 April
2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke
Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan
dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh
gelar Doktor dalam bidang llmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu alaikum wr.wh.

Yogyakarta, 21 Juni 2024
Promotor,

b

Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag
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ABSTRAK

Perkawinan beda agama (PBA) masih menjadi perdebatan
hukum dan agama. Sebagian pasangan yang akan melakukan
perkawinan beda agama harus mencari cara agar perkawinan mereka
dapat disahkan tanpa harus melakukan konversi agama. Indonesian
Conference on Religion and Peace (ICRP) Jakarta dan Percik Salatiga
merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang konsisten
dalam dialog keagamaan dan isu perkawinan beda agama. Kedua
lembaga ini dianggap mampu dan konsisten bagi pasangan beda
agama melakukan advokasi perkawinan beda agama. Terdapat tiga
pertanyaan dalam penelitian disertasi ini, yaitu: 1)Mengapa ICRP
Jakarta dan Percik Salatiga melakukan advokasi pasangan beda
agama?; 2) Sejauh mana advokasi perkawinan beda agama yang
dilakukan oleh ICRP Jakarta dan Percik di Salatiga dalam upaya
kontra hegemoni pelarangan beda agama?; 3) Bagaimana konsensus
dalam advokasi PBA yang dilakukan oleh ICRP Jakarta dan Percik
Salatiga? Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil
dari tokoh di ICRP Jakarta dan Percik Salatiga, pasangan beda agama,
pemuka agama, pihak Kantor Urusan Agama, dan Disdukcapil, dan
buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya yang terkait dengan PBA.
Penelitian ini menggunakan teori pluralisme hukum, teori resistensi,
dan teori struktural fungsional,

Kesimpulan 'daripenelitian_ini yaitu, pertama, argumentasi
advokasi PBA yang dilakukan oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga
adalah alasan wyuridis, filosofis, dan sosiologis. Kedua LSM
menyatakan bahwa tidak ada larangan PBA secara tegas dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut kedua LSM
bahwa cinta merupakan anugrah Tuhan, dan perbedaan agama bukan
halangan untuk terjadi perkawinan selama pasangan beda agama
saling menerima segala perbedaan. Pasangan beda agama secara
sosiologis dianggap oleh kedua LSM masih mengalami diskriminasi
dalam pencatatan perkawinan walaupun perkawinan telah disahkan
oleh pemuka agama. Kedua, advokasi terhadap pasangan PBA oleh
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ICRP Jakarta dan Percik Salatiga dilakukan melalui kegiatan
konsultasi, edukasi, informasi, fasilitasi pemuka agama, dan fasilitasi
proses perkawinan. Pengalaman, sumber daya manusia, dan relasi
yang kuat menjadi modal terjadi advokasi dan resitensi atas
pelarangan PBA. Advokasi ini dilakukan sebagai bentuk resistensi
baik secara terbuka (melalui hukum dan administrasi perkawinan) dan
maupun tertutup (konsultasi, edukasi, informasi). Ketiga, advokasi
terhadap pasangan beda agama berdampak pada adanya konsensus
sehingga terjadi pencatatan PBA. Proses konsensus dilakukan oleh
para aktor utama yang terkait dengan kasus PBA, yaitu ICRP Jakarta,
Percik Salatiga, pemuka agama, pasangan beda agama, dan
Disdukcapil. Konsensus dilakukan oleh kedua LSM melalui diskusi
dengan berbagai pihak, komitmen menciptakan keadilan, integrasi
(kerjasama) antar pihak terkait, dan menjaga nilai-nilai toleransi dan
keadilan sosial.

Kata kunci: advokasi, perkawinan beda agama, hukum perkawinan
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ABSTRACT

From law point of view and religious belief, interfaith marriage
(IM) is debatable. Some couples struggle for a recognition before the
law without religion conversion. Indonesian Conference on Religion
and Peace (ICRP) of Jakarta and Persik of Salatiga are two NGOs to
promote a dialogue on religious and interfaith marriage issues
consistantly. For such marriage advocacy seekers the organizations
give them hope. Three research questions to answer in this study are
as follow. 1) Why do ICRP Jakarta and Persik Salatiga carry out
interfaith marriage advocacy?; 2) To what extent does the advocacy
go against the hegemony of interfaith marriage prohibition?; 3) What
consensus is there in the advocacy? ICRP Jakarta and Persik Salatiga
figures, interfaith couples, religion figures, Religion Affairs and
Demographic Affairs Office staffs, textbooks, journals and previous
research of related topic are the sources of data. The three theories
applied in this study are theory of legal pluralism, theory of resistence,
and theory of functional structural.

The study concluds the fllowings. First, the arguments the two
NGOs use in the advocacy are juridical, phylosophical, and
sociological reasons. They argue that there was no express interfaith-
marriage prohibtion,in the Indonesian law. They also said that love
was a gift from God, and religious differences should not hinder their
marriage as-each ‘of them take ‘it for-granted. Interfaith couples
sociologically undergoe a discrimination despite religious leader’s
approval upon their marriage. Second, advocacy is carried out through
consulting, educating, informing, marriage processing and religious
leaders’ faciliting. Experience, human resource, and strong relation are
the firewood of advocacy and resistance against interfaith marriage
prohibition. Advocacy is carried out in two ways: open (legal and
marriage administration path) and close (consultation, education, and
information). Third, interfaith-couple advocacy brings in consensus
on interfaith marriage record. Eminent interfaith-case-concern figures
— ICRP and Persik representatives, religious figures, interfaith
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couples, and Demographic Office staffs — involve in the discussion to
reach the consensus.

Key words: advocacy, interfaith marriage, marital law
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KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, pemberi segala
rahmat, taufik, petunjuk, dan nikmat. Dengan segala anugerah dan
izin-Nya, disertasi yang berjudul “KONSENSUS DALAM
ADVOKASI PASANGAN BEDA AGAMA: Studi Kasus ICRP
Jakarta dan Percik Salatiga” ini bisa terselesaikan dengan baik.
Shalawat serta salam selalu tercurah kepada banginda Rasulullah,
Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kearifan, toleransi
dalam bermasyarakat, keberagaman merupakan rahmat, persatuan
dalam perbedaan, dan selalu menyeru umatnya untuk tetap berbuat
baik.

Disertasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Doktor Studi Islam dalam bidang keilmuan limu
Hukum dan Pranata Sosial Islam di Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penulisan ini tentu masih
banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal itu disebabkan
oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis miliki.
Namun, penulis berharap semoga disertasi ini bisa bermanfaat bagi
pembaca, masyarakat Indonesia, para praktisi hukum, lembaga
hukum, para cendikiawan muslim, dan pengembangan keilmuan pada
umumnya.

Dalam penyusunan 'disertasi ©ini hanyak pihak yang telah
berkontribusi positif terhadap terselesaikannya disertasi ini. Sehingga
banyak mendapat bantuan, bimbingan, kritikan, dan petunjuk dari
berbagai pihak. Untuk itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat,
penulis sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak atau
kalangan yang telah ikut serta berpartisipasi dalam mengantarkan
terselesainya disertasi ini, kepada yang terhormat dan yang penulis
banggakan:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

XiX



10.

Prof. Dr. H. Abdul Mustagim, S.Ag., M. Ag selaku Direktur
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Ahmad Rafig, MA., Ph. D selaku Ketua Program Studi Doktor
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag selaku promotor pertama
yang selalu sabar membaca dan memberikan masukan terhadap
perbaikan disertasi ini.

Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M.Ag., M. Hum selaku promotor
kedua yang selalu sabar membaca dan memberikan masukan
terhadap perbaikan disertasi ini.

Para Guru Besar dan Dosen Pengampu di Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah
banyak menyalurkan ilmunya kepada penulis, di antaranya:
Prof. Noorhaidi Hasan, M.Ag., MA., M. Phil., Ph.D; Prof. Dr.
H. M. Amin Abdullah; Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA, Prof.
Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D; Prof. Dr. H. Syihabuddin
Qalyubi, Lc., M.Ag; Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA; Prof. Dr. H.
Makhrus, S.H., M.Hum; Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, MA.,
Ph. D; Prof. Drs. Ratno Lukito, MA., DCL; Dr. Muhammad
Yunus, Lc., MA; Dr. Ali Sodigin, M. Ag; Dr. Lindra Darnela,
S.Ag., M.Hum.; Ahmad Rafig, MA., Ph. D; Dr. H. Agus Moh.
Najib, M. Ag;dan Dr; Mochamad Sedik; S..Ses., M.Si.

Para Staf dan'TU Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang telah-banyak membantu penutis dalam hal administrasi.
Kedua orang tua, ayah dan‘ibu tercinta'yang selalu mendoakan,
memberikan dukungan, dan motivasi kepada penulis.

Istri tercinta dan anak tersayang yang selalu menemani,
mendoakan, memberikan motivasi dan support, baik dalam
bentuk moril maupun materil, sehingga disertasi ini dapat
terselesaikan dengan baik.

Saudara-saudara penulis yang tidak dapat disebutkan satu-
persatu yang selalu mendukung dan mendoakan.
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11. Teman sejawat Program Doktor Studi Islam konsentrasi limu
Hukum dan Pranata Sosial Islam, serta pihak-pihak yang tidak
bisa penulis sebutkan satu persatu dalam disertasi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua
pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini.
Semoga kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan selalu
menyertai Bapak Ibu sekalian. Harapannya semoga disertasi yang
sangat sederhana ini dapat berkontribusi bagi semua kalangan, baik
pengembangan khazanah, maupun bagi realitas kehidupan beragama,
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Yogyakarta, Juli 2024
Penulis,

Danu Aris Setiyanto
NIM. 18300016004
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan beda agama (selanjutnya disebut PBA) telah lama terjadi
dan tetap relevan menjadi kajian yang menarik. PBA merupakan
perkawinan yang unik dan rumit. Motif, keputusan, dan masalah yang
ditimbulkan karena perkawinan PBA tidak terlepas dari hukum dan
agama. Problem perkawinan beda agama telah menjangkau berbagai
lintas kehidupan baik agama, politik®, suku, sosial?, ekonomi, budaya,
hukum? baik di tingkat lokal maupun lintas negara.*

Secara historis, Erika B. Seamon telah menyatakan bahwa PBA
telah lama terjadi di seluruh dunia. PBA terjadi pada jalur sutra yang
menghubungkan Asia ke Benua Eropa, Mediterania, dan Afrika pada
abad ke-16. Perkawinan terhadap wanita lokal relatif terjadi melintasi
batas agama pada jalur perdagangan pramodern. Sejarah mencatat
bahwa orang muslim melakukan perkawinan dengan Yahudi dan

1 Zaidah Nur! Rosidah,| Lego ' Karjoko) ‘dnd'Mohd Rizal Palil, “The
Government’s Role 'inInterfaith. Marriage Rights Protection: A" Case Study of
Adjustment and Social Integration,” Journal of Human Rights, Culture and
Legal System 3, no.:2 (June 2, 2023): 265+87.

2 Peter M Blau, Intersecting Social Affiliations and Intermarriage,”
Oxford University Press 62, no. 3 (March 1984): 585-606.

 Tengku Mahathir Mas’ud, The District Court’s Approach in Interfaith
Marriage,” Media Keadilan: Jurnal llmu Hukum 13, no. 2 (Oktober 2022): 283—
94 ; Elisa Ulfah, “Religious Identity Negotiation in Japanese-Indonesian
Intermarriage,” International Journal of Cultural and Art Studies 7, no. 1 (April
30, 2023): 30-40.

# Mohamad Abdun Nasir, “Negotiating Muslim Interfaith Marriage in
Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law,” Mazahib 21, no. 2
(December 27, 2022): 155-86; Eko Harry Susanto and Silviana Dharma Zhang,
“Critical Discourse Analysis of Interfaith Marriage News from Cyber Media in
Indonesia,” Journal of Educational and Social Research 7, no. 1 (January 26,
2017): 91-104.

1
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Kristen dan PBA sering terjadi ketika ada kekuatan kolonial dan
misionaris Kristen di seluruh dunia.®

Hasil survei keagamaan Amerika Serikat pada tahun 2008
bahwa 27% menunjukkan terjadi perkawinan campuran di Amerika
Serikat. Perkawinan campuran terjadi antara warga dari tradisi agama
yang berbeda. Perkawinan antara protestan dengan denominasi
(golongan agama) yang berbeda mencapai 10%. Kalangan pemuda
lebih banyak melakukan perkawinan dengan seorang dari tradisi
agama yang berbeda daripada kalangan yang sudah tua. Perkawinan
beda agama di Amerika Serikat terjadi antara orang Katolik dengan
Protestan, Yahudi dengan Kristen, di kalangan muslim, Hindu, dan
lain sebagainya.’

Asia Tenggara yang dihuni masyarakat beragama relatif umum
terjadi perkawinan beda agama. Islam dibawa ke Asia Tenggara oleh
para pedagang laki-laki dan bertemu dengan Budhisme, Hinduisme
dan animisme yang telah lama bertahan di banyak tempat maka
kemungkinan kecil terjadi afiliasi agama ketika terjadi perkawinan
dengan wanita setempat.’” Hasil demografi agama di Singapura pada
tahun 2016 menunjukkan satu dari lima pasangan yang telah menikah
adalah pasangan antar etnis. Etnis dan agama merupakan identitas
yang sangat erat dan menjadi tumpang tindih di negara tersebut. Etnis
Cina identik dengan penganut Budha dan Taois. Etnis India identik
dengan penganut:Hindu. Etnis Melayu sebagianbesar penganut Islam.
Orang Eurasia (campuran ‘Asia dan Eropa) di Singapura sebagian
adalah penganut-Kristen.®

S Erika B. Seamon, Interfaith Marriage in America: The Transformation
of Religion and Christianity (New York: Palgrave Macmillan, 2012).

& 1bid.

" Richard Foltz, Religions of the Silk Road: Premodern Patterns of
Globalization (New York: Palgrave Macmillan, 2010).

8 Elisabeth Arweck, “Social and Religious Dimensions of Mixed-Faith
Families: The Case of a Muslim—Christian Family,” Social Compass 69, no. 3
(September 2022): 386-403; Adrian T.H. Kuah, Chang H. Kim, and Stéphane
Le Queux, “Multiculturalism in Singapore and Malaysia: Approaches and
Outcomes,” Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal 40, no.
3 (October 23, 2020): 290-308.
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Dialektika masyarakat modern, agama, dan negara dalam
merespon praktik perkawinan beda agama terus terjadi. Pemikiran
tentang humanisme, rasionalisme, liberalisme, dan pluralisme pada
abad modern memengaruhi pemikiran dan perubahan sosial
masyarakat menyikapi PBA. Ketidaksiapan dan kegagalan negara
menjamin hak sipil warga negara terkait perkawinan berdampak pada
problem hukum yang berkepanjangan. Pada sisi lain, sebagian
masyarakat plural memiliki strategi tersendiri untuk menyelesaikan
isu perkawinan lintas iman ini.

Perkawinan di Indonesia menempatkan agama sebagai Syarat
mutlak sebagai syarat sah melakukan perkawinan. Perkawinan
dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai agama dan kepercayaan,
bukan persoalan sekuler, serta bernilai ketuhanan. Negara
mengesahkan perkawinan dan mengakui perkawinan apabila
perkawinan sesuai dengan hukum agama.

Penafsiran bahwa Undang Undang Perkawinan (disingkat UU
Perkawinan) melarang PBA tidak dapat dibenarkan. UU Perkawinan
tidak secara eksplisit melarang PBA karena tidak ditemukan aturan
tentang pembatalan PBA dan hanya menegaskan perkawinan harus
berdasarkan agama. Multitafsir agama tentang PBA tidak dapat
diterima semuanya dalam regulasi negara. Sementara itu, negara
memiliki kekuatan dominasi dalam menafsirkan teks agama melalui
kultur dan hukumnya.

Indonesia sebagainegara thukum: tetapi dianggap kurang siap
dalam merespon-isu PBA. Kodifikasi hukum perkawinan sejak tahun
1974 telah mengubah “ peraturan "yang telah ada. Tetapi, UU
Perkawinan tahun 1974 belum mampu tegas melarang atau
memperbolehkan PBA. Perkawinan beda agama identik dengan istilah
penyelundupan hukum, kekosongan hukum, ketidakpastian hukum,
dan pluralisme hukum. Istilah-istilah tersebut identik dengan
ketidakjelasan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan
beda agama yang berakibat ketidakadilan. Pasal 2 dalam UU
Perkawinan dianggap belum jelas dan tegas dalam mengatur
perkawinan beda agama. Sebagai ilustrasi, putusan pengadilan
memberikan izin praktik perkawinan beda agama dengan syarat
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tertentu, namun pada sisi lain pengadilan melarang dengan alasan
yang berbeda.’

Organisasi nonpemerintah sudah mengenal kata advokasi baik
di Indonesia maupun luar negeri. Advokasi yang dilakukan oleh
organisasi nonpemeritah dimaknai beragam. Kegiatan advokasi cukup
lama diartikan secara sempit yaitu pembelaaan kasus atau beracara di
pengadilan. Makna pembelaan kasus ini sepadan dengan makna
advokasi dari bahasa Belanda yaitu advocaat, advocateur yang berarti
pengacara hukum, pembela.’® Sedang dalam bahasa Inggris, advocacy
berarti dukungan (support) atau argumen (argument) untuk suatu
tujuan, kebijakan, dan lain lain.* Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), advokasi adalah pembelaan.'? Secara istilah
advokasi adalah usaha-usaha yang terorganisir untuk menimbulkan
perubahan yang sistematis dan bertahap. Sedangkan advokasi yang
dilakukan oleh LSM:

“a systematic, democratic, and organised effort by NGOs to
change, influence, or initiate policies, laws, practices, and
behaviour so that disadvantaged citizens in particular or all
citizens in general will be benefited”*?

Peningkatan jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (disingkat
LSM) di Indonesia telah memberikan kepedulian untuk masalah
pembangunan terutama pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. LSM
pada awalnya fokus'pada pengembangan kelompok usaha bersama.
Cakupan yang mereka tangani dari masalah lingkungan,-perlindungan

° Fathol Hedi, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam,"
Mamba 'ul "Ulum, 2019; Fathol Hedi, Abdul Ghofur Anshori, and Harun, “Legal
Policy of Interfaith Marriage in Indonesia,” Hasanuddin Law Review, (2017).

10 Roem Topatimasang, Fakih, M, Rahardjo, T, Mengubah Kebijakan
Publik Panduan Pelatihan Advokasi, ed. 7, (Sleman: INSISTPress, 2016), 7.

11 Della Thompson, The Oxford Dictionary of Current English, Ed. 2,
(New York: Oxford University Press, 1993), 13.

12 KBBI Online, diakses melalui
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/advokasi pada tanggal 9 Juli 2021.

13 Richard Holloway, Establishing and Running An Advocacy: A
Handbook, dapat diakses melalui http://www.richardholloway.org/wp-
content/uploads/2014/04/Establishing-and-Runnng-an-Advocacy-NGO.pdf.



https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/advokasi
http://www.richardholloway.org/wp-content/uploads/2014/04/Establishing-and-Runnng-an-Advocacy-NGO.pdf
http://www.richardholloway.org/wp-content/uploads/2014/04/Establishing-and-Runnng-an-Advocacy-NGO.pdf
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hutan hujan, hak asasi manusia, penindasan, gender, masalah budaya
dan pengetahuan masyarakat adat, exploitasi buruh. Kegiatan LSM
sejak tahun 1980-an sudah pada bentuk perjuangan lokal dan advokasi
politik untuk melakukan perubahan kebijakan dalam berbagai
bentuknya. Manifestasi dari advokasi politik ini di antaranya adalah
statement politik, petisi, lobi, protes, dan demonstrasi.**

Sejarah advokasi di Indonesia diwarnai dengan makna kata yang
menakutkan pada masa Orde Baru. Usaha advokasi bermakna sebagai
usaha makar kaum dan kalangan anti kemapanan untuk merongrong
pemerintahan yang sah. Organisasi nonpemerintah pada saat itu
menyadari bahwa advokasi merupakan kegiatan yang berbahaya dan
tidak berlandasarkan hukum (ilegal). Advokasi pada masa itu
merupakan usaha yang penuh tantangan, diperlukan semangat
perlawanan, dan semangat perubahan yang revolusioner.*®

Advokasi dalam disertasi ini bukan memiliki makna
pemahaman yang sempit yaitu sebagai pekerjaan para pengacara yang
berhubungan dengan pembelaan oleh praktisi hukum di pengadilan.
Advokasi lebih dimaknai sebagai upaya mencari keadilan sosial.
Konsep ini meletakkan bahwa korban kebijakan sebagai subjek utama.
Kepentingan mereka yang akan menjadi pokok dan arah suatu
kegiatan advokasi, Organisasi nonpemerintah bukanlah disebut
sebagai pahlawan tetapi menjamin adanya hubungan unsur progresif
dalam masyarakat; adanya,aliansi strategis dalam. memperjuangkan
keadilan sosial dan jmelakukan ~desakan agar -terjadi perubahan
kebijakan publik.®

Masyarakat multikultural yang beragam agama dapat mencapai
harmonisasi hukum (kesepakatan) untuk menjaga keseimbangan dan

14 Mansour Fakih, Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial:
Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), 4-6.

15 Mansour Fakih, “Memahami Advokasi”, dalam Roem Topatimasang,
Fakih, M, Rahardjo, T, Mengubah Kebijakan Publik Panduan Pelatihan
Advokasi, ed. 7, (Sleman: INSISTPress, 2016), vii-viii.

16 Ibid., vii-ix.
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keadilan.!” Keseimbangan dan keadilan terjadi pada kasus PBA
apabila struktur masyarakat beradaptasi (adaptation) dengan segala
sistem yang ada. Subsistem yang ada baik agama, hukum, budaya, dan
birokrasi menyesuaikan untuk mencapai tujuan (goal attainment)
bersama. Agama menjadi pintu masuk yang utama karena pengesahan
perkawinan ditetapkan berdasarkan agama. Tafsir agama yang
menerima PBA menjadi alasan utama membolehkan PBA. Negara
melalui proses hukum mencatat berdasarkan agama yang
membolehkan PBA. Pembolehan PBA terjadi karena ada harmonisasi
tafsir agama dan hukum yang menjadi landasan utama terjadinya
PBA. Kedua subsistem utama tersebut melakukan negosiasi,
bersepakat, dan bersatu (integration) sehingga PBA dapat terjadi (goal
attainment).*®

Kondisi pembolehan PBA dapat terjadi apabila ada pemeliharan
pola (latency) bahwa PBA bukanlah pelanggaran agama dan hukum.
Pada kasus PBA pemeliharaan pola dilakukan oleh aktor-aktor dari
tokoh agama, dinas terkait pencatat perkawinan dengan melakukan
konsensus hukum. LSM  berperan besar sebagai aktor aktif
mengkomunikasikan antar aktor tersebut dalam setiap tahapan
mencapai harmonisasi hukum. LSM juga berperan menjaga pola atau
nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap keragaman, dan
menerima eksistensi PBA. Tugas menstabilkan keteraturan tersebut
melalui proses internaliasi ,dengan- cara sosialisasi. Cara sosialisasi

7 G 'R Dolby, “The Ultrastructural “Relation: A~ Synthesis of the
Functional and Structural Relations,” Biometrika 63, no. 1 (1976): 39-50;
Bernard Barber, “Structural-Functional Analysis: Some Problems and
Misunderstandings,” American Sociological Review 21, no. 2 (1956): 129-135;
David Sciulli and Dean Gerstein, “Social Theory and Talcott Parsons in the
1980s,” Annual Review of Sociology 11 (1985): 369-387; Alexander J. Groth,
“Structural Functionalism and Political Development: Three Problems,” The
Western Political Quarterly 23, no. 3 (1970): 485-499; Talcott Parsons, “The
Structure of Social Action” (Harvard: McGraw-Hill Book Company, 1949);
James S. Coleman, “Social Theory, Social Research, and a Theory of Action,”
American Journal of Sociology 91, no. 6 (1986); Hamish Low and Costas
Meghir, “The Use of Structural Models in Econometrics,” The Journal of
Economic Perspectives 31, no. 2 (2017): 33-57.

18 R. S. Mann, “Functionalism, Structurs-Functionalism: An Analysis,”
Indian Anthropologist 7 (1977): 1-19.
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dilakukan melalui pendidikan, seminar, dan sosialisasi terkait dengan
pluralisme.®

Beberapa penelitian yang telah lama dilakukan menunjukkan
bahwa perkawinan beda agama telah terjadi di berbagai daerah di
Indonesia. Yusdani telah menemukan bahwa di Banjarmasin, dan DKI
Jakarta telah terjadi perkawinan beda agama bahkan mengalami
kenaikan kasus.?’ Sri Wahyuni dalam penelitiannya di Gunungkidul
menemukan adanya perkawinan beda agama. Perkawinan dilakukan
di Kantor Urusan Agama hingga 2,5% dan Kantor Catatan Sipil
hingga 32%.%

Data Indonesian Conference on Religion and Peace di Jakarta
(selanjutnya disebut ICRP Jakarta) > menunjukkan telah menerima
konseling pasangan beda agama sebanyak lebih dari 1000 pasangan
serta membantu menikahkan pasangan beda agama sejumlah 282
pasangan sejak Januari tahun 2004 hingga Maret 2012 lalu.?® ICRP
sudah mendampingi 628 pasangan nikah beda agama awal Mei 2015
dan telah melayani ribuan konseling terkait PBA. Data dari ICRP
menunjukkan adanya peningkatan konsultasi PBA. Pada tahun 2015
di ICRP ada 45 calon pasangan, tahun 2016 ada 42 calon pasangan,
tahun 2017 ada 46 calon pasangan, tahun 2018 ada 58 calon pasangan

19 Parsons, “The Structure of Social Action”; Uta Gerhardt,
Understanding The' Structure of Social Action,  Cambridge University Press
(New York:.Cambridge University  Press, 2002); Mann, “Functionalism,
Structurs-Functionalism : ‘An" Analysis,” 1977; Pierre L.~ van den Berghe,
“Dialectic and Functionalism: Toward a Theoretical Synthesis,” American
Saciological Review 28, no. 5 (1963): 695-705; Fisher, “Systems Theory and
Structural Functionalism,” 2010.

20 M. Kasayuda, Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan
Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Total Media, 2006).

21 Penelitian dilakukan tahun 2004 di Gunungkidul pada Gereja dan KUA.
Analisis dilakukan sejak tahun 2000 hingga 2003. Lihat dalam Sri Wahyuni,
Pluralisme Agama Di Indonesia Antara Konflik Dan Harmoni (Yogyakarta:
GapuraPublishing, 2014).

22 Menurut Informasi dari informan bahwa Paramadina tidak lagi
mengadvokasi perkawinan beda agama sejak pertengahan tahun 2005 dan
dilanjutkan melalui ICRP.

23 Hasil penelitian Afby Hanindya, at.all, Studi Kasus Konflik Beragama
pada Anak yang Berasal dari Keluarga Beda Agama, (Surakarta: ttp, tth).
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yang berkonsultasi tentang PBA. Sementara data pasangan beda
agama yang telah diadvokasi oleh tokoh dari Paramadina dan ICRP
hingga Juni 2021 mencapai 1.284 pasangan.®*

Keberadaan LSM sebagai ilustrasi sosial masyarakat lebih siap
daripada negara dalam menghadapi kasus PBA. LSM memiliki
strategi untuk memperjuangkan memperoleh hak-hak sipil warga
negara dalam mencari legalitas PBA. Perjuangan legalitas PBA terjadi
karena tidak semua pemuka agama mau mengesahkan PBA, negara
memiliki birokrasi yang kaku, perkawinan beda agama menjadi sulit
dicatatkan, dan harus melalui tahapan birokrasi yang tidak mudah.
Gerakan LSM  berusaha menampung dan mengupayakan
menghilangkan rintangan dan diskriminasi tersebut dengan modal
kekuatan yang ada. Dua LSM yang konsisten dalam advokasi terhadap
pasangan PBA adalah ICRP Jakarta dan Persemaian Cinta
Kemanusiaan di Salatiga (selanjutnya disebut Percik Salatiga).

Percik Salatiga yang berdiri sejak 1996 merupakan lembaga
independen untuk penelitian sosial, demokrasi, dan keadilan sosial.
Aktivitas utama Percik Salatiga adalah penelitian, advokasi, dan
refleksi yang berfokus pada lima isu strategis. Isu strategis tersebut
adalah isu pemerintahan di tingkat lokal, pelembagaan demokrasi,
kemiskinan, konflik, dan transformasi keagamaan lokal. Bidang
perhatian yang ada dalam Percik Salatiga adalah isu politik di aras
lokal, penyerahan wewenang pemerintah ke daerah (desentralisasi)
dan hukum; hak sipil dan demokrasi, isu pluralisme, dan lingkungan
hidup.? Percik-Salatiga menemui*problem perkawinan beda agama
dan melakukan advokasi perkawinan beda ‘agama sejak akhir tahun
2004. Advokasi perkawinan beda agama yang dilakukan Percik sekitar
300 pasangan sampai tahun 2018.2°

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Indonesia sebagai
negara hukum dan dengan masyarakat yang plural berdampak erat

24 Wawancara dengan informan dari ICRP pada 16 Juni 2021.

% Tim Percik, “Profil Percik,” Percik.or.ld, last modified 2021,
https://percik.or.id/profil/.

% Tokoh di Percik, “Advokasi Perkawinan Beda Agama Di Percik,”
Oktober 2021.
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dengan hukum perkawinan. Nilai-nilai sosial yang dibawa dari dunia
Barat telah mengubah pandangan dan interaksi manusia tanpa batas
geografi yang jelas. Negara belum siap menerima problem tatanan
masyarakat terutama kasus PBA. Namun, dua LSM vyaitu ICRP
Jakarta dan Percik Salatiga mampu menerima bahwa PBA sebagai
fakta sosial dan melakukan advokasi terhadap pasangan PBA yang
terdiskriminasi hak sipilnya.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut:

1. Mengapa ICRP Jakarta dan Percik Salatiga melakukan advokasi
perkawinan beda agama?;

2. Sejauh mana advokasi perkawinan beda agama yang dilakukan
oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga dalam upaya kontra
hegemoni pelarangan beda agama?;

3. Bagaimana konsensus dalam advokasi PBA yang dilakukan
oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan
(explanation) alasan, terjadinya advokasi perkawinan beda agama di
Indonesia, menjelajahi (exploration) fenomena advokasi perkawinan
beda agama, dan’ juga “menganalisis “dampak" kegiatan advokasi
perkawinan beda agama yang dilakukan oleh'LSM di Indonesia. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat menemukan jawaban masalah pokok
yang telah dirumuskan, yaitu mengkaji faktor-faktor dan mengalisis
alasan terjadi advokasi baik secara yuridis, filosofis, dan sosiologis di
ICRP Jakarta dan Percik Salatiga; menjelaskan dan menganalisis
tantangan menghadapi hegemoni pelarangan beda agama dan proses
advokasi kasus PBA dengan teori resistensi James C Scott;
menjelaskan dan menganalisis tentang konsensus dalam advokasi
PBA yang dilakukan oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga.
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2. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini dapat dari sisi teoritis maupun praktis.
Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat memperkaya pemikiran
kajian hukum dan pranata sosial, yang dikaitkan dengan lembaga-
lembaga sosial kemasyarakatan dan memiliki kecenderungan kepada
pemenuhan hak-hak sipil. Sedangkan secara praktis, kajian ini
diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan
hukum, regulasi hukum, sikap masyarakat secara umum, dan stake
holder lain.

D. Kajian Pustaka

Fenomena perkawinan beda agama telah banyak diteliti. Perkawinan
beda agama telah dikaji dengan regulasi normatif, perdebatan fikih
klasik, dan praktik di lembaga pencatatat perkawinan. Kajian PBA
masih sedikit dihubungkan dengan advokasi yang dilakukan lembaga
swadaya masyarakat (LSM). Penelitian ini relevan dengan kajian yang
telah ada dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Relasi hukum
dan isu diskriminasi terhadap pasangan beda agama dalam
advokasinya oleh LSM menjadi daya keunikan dengan Kkajian
sebelumnya.

Penelitian tentang PBA secara mudah dapat dibagi dalam dua
kelompok besar menurut model yang digunakan. Pertama,
pendekatan yang digunakan , adalah, . pendekatan normatif. Pada
penelitian ini ‘para. peneliti. menganalisis: perkawinan beda agama
dengan melihat-dalil baik dalam fikih"atau pandangan dalam agama
dan atau menganalisis" pasal-pasal. dalam. peraturan perundang-
undangan. Kedua, penelitian empiris atau lapangan. Jenis kedua
penelitian tentang PBA untuk memudahkan peneliti dalam
mengkategorikan kajian yang telah ada sebelumnya.

Kelompok yang pertama, penelitian normatif tentang PBA
dilakukan oleh Kadek Wiwik Indrayani,?” Amin Suma,?® Siwan

27 Kadek Wiwik Indrayanti, Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan
Beda Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

2 Muhammad Amin Suma, Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah
Syariah dan Qanuniah (Tangerang: Lentera Hati, 2015).
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Dahwal.®® Ketiga penelitian tersebut meneliti tentang perkawinan
beda agama dengan analisis normatif. Dari sisi metode penelitian,
ketiga termasuk penelitian yang kualitatif yang menganalisis pasal-
pasal UU Perkawinan yang terkait dengan tema penelitian dan
beberapa kasus di pengadilan. Penelitian Amin Suma juga mengalisis
dari perdebatan dalam fikih. Ketiga penelitian tersebut di atas sepakat
bahwa perkawinan beda agama tidak diatur tegas dalam UU
Perkawinan di Indonesia. Perkawinan beda agama dapat dilaksanakan
dengan berbagai alasan dan metode. Salah satu alasan secara hukum
normatif adalah adanya pasal 57 UU Perkawinan itu sendiri dengan
adanya term “perkawinan campuran”. Alasan lain yang dikemukakan
adalah adanya UU Administrasi kependudukan yang membolehkan
perkawinan yang melalui putusan pengadilan.®® Perkawinan beda
agama dilaksanakan sebagai hak setiap warga negara yang boleh
dilindungi, dan alasan hak asasi manusia. Amin Suma mengatakan
bahwa perkawinan beda agama muncul karena faktor di luar
jangkauan maksud dari dibentuknya undang-undang itu sendiri.
Kondisi tuntutan zaman sesuai dengan kondisi saat ini berbeda dengan
pada saat UU Perkawinan diundangkan, sehingga pada akhirnya,
segala penafsiran kemudian terjadi terutama tafsir “perkawinan
campuran” yang dimaknai “perkawinan beda agama”.

Penelitian lain oleh Setiyowati tahun 2015 berjudul “Smuggling
Law” In Inter-Religious, Marriage- in, Indonesia’-menghasilkan hal
yang tidak jauh beda dengan penelitian lainnya. Secara normatif, PBA

2 Sirman Dahmal, Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan
Praktiknya di Indonesia (Malang: Mandar Maju, 2016).

30perkawinan beda agama dapat dillakukan dengan penetapan pengadilan,
otoritas agama, tunduk kepada salah satu pasangan (choice of Law), dan
melaksanakan perkawinan di luar negeri. Praktik perkawinan beda agama masih
menjadi pro kontra di kalangan ahli hukum karena keabsahannya belum diatur
jelas dalam undang undang perkawinan. Sehingga diperlukan revisi atau
penyempurnaan yang mengatur tentang perkawinan beda agama secara jelas dan
tegas. Dahmal, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di
Indonesia; Undang-undang, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan,” Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Indonesia:
Pemerintah Pusat, 2014).
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di Indonesia tidak jelas diatur, tidak dilarang atau tidak diizinkan
secara jelas. PBA adalah permasalahan yang tidak jelas atau kabur dan
ada kekosongan hukum. Oleh karena itu, para pasangan perkawinan
beda agama kemudian melakukannya dengan putusan dari pengadilan.
Perkawinan PBA melalui putusan pengadilan bukanlah perkara yang
mudah diterima masyarakat karena dianggap ‘bertele-tele”. Pasangan
PBA lebih memilih melakukan pembohongan kepada hukum atau
melakukan penyelundupan hukum.®! Istilah ini juga dimunculkan
dalam kasus PBA di luar negeri dalam penelitian oleh Sri Wahyuni.
PBA yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan untuk menghindari
prosedur administrasi perkawinannya yang sulit.*?

Berbeda dengan hasil penelitian tersebut di atas, hasil penelitian
yang dilakukan oleh Sonny Dewi Judiasih dan rekannya tahun 2019
berjudul "Prohibition of Intera Religion Marriage in Indonesia”
secara normatif menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang
di Indonesia.®® Perkawinan beda agama tidak sesuai dengan nilai
Pancasila dan tidak sesuai dengan UU Perkawinan. Perkawinan harus
dijalankan sesuai ketentuan agama dan kepercayaan dan dijalankan
pasangan dengan agama yang sama.>* PBA tidak sesuai historis dan
filosofis UU Perkawinan itu sendiri. Hasil penelitian yang sama
ditemukan pada tulisan Fathol Hedi dan rekannya tahun 2017 berjudul
Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia. PBA tidak sesuai

81 Setiyowati, “Smuggling Law” in Inter-Religious Marriage in
Indonesia,” South East Asia Journal of Contemporary Businnes, Economics and
Law 8, no. 4 (2015).

%2 Sri Wahyuni, Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri: Kajian
Filosofis, Yuridis, Prosedural, Dan Sosiologis (Yogyakarta: SUKA-Press,
2014).

3Md. Kamruzzaman, “Interreligious Marriage in Bangladesh: From
Human Rights Perspective,” International Journal of Education, Culture and
Society, (2016).

34 Sonny Dewi Judiasih, Nazmina Asrimayasha Nugraha, and Luh Putu
Sudini, “Prohibition of Intera Religion Marriage in Indonesia,” Jurnal Dinamika
Hukum 19, no. 1 (2019): 186.
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dengan keimanan dalam Islam, bertentangan dengan budaya, dan
bertentangan dengan ajaran teologis agama di Indonesia.*®

Kajian fikih Klasik Islam tentang PBA ditulis oleh Recep
Cigdem dan Md. Zahidul Islam. Recep Cigdem tahun 2015 menulis
berjudul Interfaith Marriage in Comparative Perspective. Kajian
Recep Cigdem menyimpulkan bahwa PBA cenderung dihindari dalam
mazhab fikih dan disarankan kepada pemilihan pasangan yang sama
agamanya. Perbedaan agama dalam pandangan mazhab fikih dianggap
memicu perselisinan dan permasalahan. Walaupun demikian, tidak
semua ulama yang menolak perkawinan beda agama misalnya Ahmad
bin Hanbal.*® Penelitian Md. Zahidul tahun 2014 menulis tentang
PBA berjudul “Interfaith Marriage in Islam and Present Situation”.
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama
dilarang di Malaysia. Pertimbangan pelarangan PBA adalah PBA
tidak dikehendaki dan beresiko memunculkan mafsadah yang lebih
besar daripada maslahah. Oleh sebab itu, pemerintah Malasyia dengan
prinsip siyasah syariah tidak memberikan izin pada jenis PBA untuk
dilangsungkan.®’

Pada kelompok kedua, penelitian empiris perkawinan beda
agama juga telah banyak dilakukan. Penelitian empiris dengan
penelitian beda agama secara garis besar dibagi menjadi dua besar,
yaitu cara pelaksanaan perkawinan dan pasca perkawinan.
Pelaksanaan perkawinan -beda agama. secara. umum menganalisis
tentang cara; yang ' digunakan  para | pasangan' untuk dapat
melangsungkan—" perkawinannya.”* Kajian = ‘tentang’ pelaksanaan
perkawinan beda ‘agama menunjukkan ‘bahwa ' perkawinan ini
dilakukan dengan berbagai cara. Ada tiga cara melakukan PBA, yaitu
menundukan agama kepada agama pasangannya, melalui sidang dan
putusan pengadilan dan dicatatkan di Disdukcapil, dan melakukan

% Hedi, Anshori, and Harun, “Legal Policy of Interfaith Marriage in
Indonesia.”

3 Recep Cigdem, “Interfaith Marriage in Comparative Perspective,” Acta
Orientalia 68, no. 1 (2015).

37 Md Zahidul Islam, “Interfaith Marriage in Islam and Present Situation,”
Global Journal of Politics and Law Research 2, no. 1 (2014): 36-47.



14

perkawinan beda agama di luar negeri.® Kajian pasca PBA secara
umum terkait tentang keharmonisan rumah tangga mereka,
pengasuhan anak hasil perkawinan beda agama,® studi kasus pada
masyarakat lokal tertentu,*® studi kasus perkawinan beda agama di
luar negeri,** aspek sosial lainnya (sejarah), penelitian di luar negeri,
dan lainnya.

Pemicu perkawinan beda agama semakin meningkat salah
satunya disebabkan efek dari arus globalisasi dan semakin mudahnya
bertemunya keragaman yang ada di Indonesia. Penelitian yang
dilakukan oleh Noryamin Aini dan rekannya pada tahun 2019 dengan
judul Interreligious Marriage in Indonesia difokuskan pada tiga
provinsi dengan tingkat perkawinan beda agama tertinggi, yaitu
Jakarta, Sumatra Utara, dan Kalimantan Barat. Kesimpulan dari
penelitian ini perkawinan beda agama dipengaruhi oleh heterogenitas
etnis, tingkat pendidikan, usia, dan juga lokasi (kota-desa). Semua
variabel tersebut berhubungan secara positif kecuali usia dan
perkawinan beda agama lebih banyak cenderung dilakukan di kota.*?

Kajian empiris yang lain dilakukan oleh Hamit dan Mehmet
tahun 2013 mengkaji data di beberapa negara dan fakta yang ada di
ranah keluarga beda agama. Penelitian tersebut menyatakan bahwa
perkawinan beda agama muncul karena faktor globalisasi dan adanya
manusia antar etnis, budaya, dan agama yang saling mengenal serta
berinteraksi. Secara, fakta, perkawinan ini- menimbulkan problem

% Ermi Suhasti, |Siti .Djazimah, ‘and’ Hartini| Hattini, “Polemics on
Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices,” Al-Jami’ah:
Journal of Islamic Studies 56, no. 2 (May 30, 2019): 367-94.

39 Hamid ER and Mehmet Atalay, “A Struggle to Live with Differences
Interreligious Marriage,” Journal of Intercultural and Religious Studies 5
(2013): 115-126.

40 Shinta Dewi Rismawati, “Choosing One Religion and Getting Married
The Meaning and Legal Culture of Interfaith Marriages Couples in Purba
Pekalongan Indonesia,” International Journal of Science and Research (1JSR) 8,
no. 11 (2019).

41 Wahyuni, Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri...

4 Noryamin Aini; Ariane Utomo; Peter McDonald, “Interreligious
Marriage in Indonesia,” Journal of Religion and Demography 6, no. 1 (2019):
189-214.
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pengasuhan dan pendidikan yang harus sesuai dengan nilai budaya dan
agama orang tua mereka.*®

Selanjutnya, kajian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni tahun
2014 yang menganalisis perkawinan beda agama yang dilakukan di
luar negeri. Penelitian dengan ini menyimpulkan perkawinan tersebut
dapat disebut sebagai perbuatan penyelundupan hukum jika perbuatan
tersebut untuk menghindari hukum Indonesia yang terkesan
mempersulit perkawinan beda agama dan mencari hukum di negara
lain untuk mempermudah. Pada praktinya pasangan beda agama
melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri, kemudian
mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil di Jakarta. Pencatatan yang
dilakukan merupakan sebagai bentuk administrasi dan tidak dapat
dikatakan sebagai bentuk pengesahan perkawinan.*

Perkawinan beda agama juga dilakukan pada masyarakat lokal
dengan menundukkan agama kepada salah satu dari pasangan, seperti
yang terjadi di Pekalongan. Kajian empiris yang dilakukan oleh Shinta
Dewi Rismati pada tahun 2019 yang berjudul “Choosing One Religion
and Getting Married: The Meaning and Legal Culture of Interfaith
Marriages Couples in Purbo Pekalongan”. Dia menyimpulkan bahwa
perkawinan beda agama merupakan jenis perkawinan yang dilarang
karena diperlukan pindah agama sesuai agama salah satu pasangan
untuk mendapatkan keabsahan perkawinan. Para pasangan beda
agama beranggapan. bahwa perkawinan,adalah takdir, kuasa, dan
pilihan hidup: Sehingga pindah agama kepada pasanganyang berbeda
agama merupakan hal dianggapwajar- selama perkawinan dapat
dilakukan.* Berbeda dengan penelitian Sri Wahyuni dan Shinta Dewi
Rismati. Penelitian yang dilakukan oleh Ermi Suhasti, Siti Djazimah,
dan Hartini, 2018 yang berjudul “Polemics on Interfaith Marriage in
Indonesia Between Rules and Practices”. Perkawinan beda agama

4 ER and Atalay, “A Struggle to Live with Differences Interreligious
Marriage.”

44 Wahyuni, Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri: Kajian Filosofis,
Yuridis, Prosedural, Dan Sosiologis.

4 Rismawati, “Choosing One Religion and Getting Married The Meaning
and Legal Culture of Interfaith Marriages Couples in Purba Pekalongan
Indonesia.”
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dapat dilakukan pengesahan dengan hukum negara melalui putusan
pengadilan kemudian dicatatkan melalui Kantor Catatan Sipil.
Problem ini muncul salah satunya karena belum ada sinkronisasi
antara UU Perkawinan dengan UU administrasi kependudukan.*®

Penelitian empiris pengasuhan anak dari hasil perkawinan beda
agama dapat dilihat dari penelitian Rosdiana bersama Ahmad Bahtiar
tahun 2020 dengan judul “Preferences of Children’s Religious
Interfaith Marriages: Case Study in The International Conference on
Religion and Peace (ICRP)” *'dan Hamid bersama Mehmet pada
tahun 2013 dengan judul A Struggle to Live with Differences: Inter-
Religious Marriage*®. Kedua penelitian ini menyatakan bahwa akibat
dari perkawinan beda agama menimbulkan problem dalam
pengasuhan anak. Adapun penyelesaian problem ini menurut
penelitian Rosdiana dan Ahmad Bahtiar adalah penanaman
pendidikan agama yang toleran dan pemahaman tentang pluralitas
agama.

Kajian perkawinan beda agama sebenarnya juga pernah
dilakukan di LSM di Percik Salatiga. Sejauh penelusuran peneliti, ada
dua penelitian yang dilakukan yaitu ‘Azza Faig Hamam pada tahun
2013, dengan judul “Fasilitasi Perkawinan Beda Agama oleh
Lembaga Sosial (Studi Kasus Terhadap Percik Salatiga” dan
Ishlachuddin  Almubarrok, 2019, dengan judul Pendampingan
Terhadap Pasangan Beda Agama Perspektif,. Teori Fungsionalisme
Struktural (Studi Kasus di L.SM Pergik Salatiga).>® Kedua penelitian

% Ermi Suhasti, Siti Djazimah, and Hartini, “Polemics on Interfaith
Marriage in Indonesia between Rules and Practices,” Al-Jami’ah 56, no. 2
(2018): 367-394.

47 Rosdiana Rosdiana and Ahmad Bahtiar, “Preferences of Children’s
Religious Interfaith Marriages: Case Study in The International Conference on
Religion and Peace (ICRP),” Justicia Islamica, 2020.

4 ER and Atalay, “A Struggle to Live with Differences Interreligious
Marriage.”

49 Azza Faiq Hamam, Fasilitasi Perkawinan Beda Agama Oleh Lembaga
Sosial (Studi Kasus Terhadap Percik Salatiga) (Salatiga: Tidak diterbitkan
(STAIN Salatiga), 2013).

%0 Ishlachuddin Almubarrok, Pendampingan Terhadap Pasangan Beda
Agama Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus Di LSM Percik
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ini merupakan penelitian empiris dengan menghasilkan kesimpulan
tentang fasilitasi perkawinan beda agama. Fasilitasi perkawinan beda
agama yang dilakukan oleh Percik merupakan cara darurat untuk
mempermudah dan membantu adanya perkawinan beda agama.
Perkawinan beda agama juga dianggap tidak bertentangan dengan
hukum perkawinan di Indonesia dan sesuai dengan penegakkan hak
asasi manusia. Walaupun sebenarnya di kalangan para tokoh agama
masih belum sepenuhnya menerima keberadaan perkawinan beda
agama.>® Pendampingan terhadap pasangan perkawinan beda agama
dapat dilihat dengan teori fungsionalisme struktural. Upaya yang
dilakukan oleh Percik agar pasangan dari pasangan beda agama dapat
bertahan adalah dengan menekankan pada keseimbangan dan
menghindari konflik yaitu mengatasi problem yang ada melalui
diskusi dan forum yang sudah terjalin, menggandeng lembaga agama
dan pemerintahan, mengadakan dialog rutin yang terwadahi dalam
forum, dan memelihara pola dan nilai yang terbentuk serta menjaga
motivasi dalam diskusi melalui forum yang ada.>

Menurut peneliti, belum ada literatur khusus yang mengulas
tentang advokasi perkawinan beda agama yang secara khusus
dilakukan oleh dua lembaga LSM sekaligus dalam satu penelitian.
Pada telaah pustaka yang telah ada belum ada alasan, pandangan, dan
bagaimana perjuangan strategi yang dilakukan oleh LSM dalam
menangani advokasi perkawinan-beda  agama ;dengan pendekatan
sosiolegal. Ketidakadaan literatur-inilah yang menjadi ruang kosong
(an empty ‘space) ‘sebagai’ sandaran “bahwa ‘penelitian“ini penting
dilakukan. Penelitian’ ini- mempertajam dimensi ‘antara sosiologi
hukum sebagai konsep hubungan antara hukum dan masyarakat
dengan melakukan refleksi kritis terhadap persoalan yang fakta dan
terjadi di Indonesia.

Kontribusi penelitian ini adalah menambah dan memperkaya
wacana dan ide kajian hukum dan pranata sosial Islam terutama

Salatiga) (Malang: Tesis pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, dan
tidak dipublikasikan, 2019).

51 Hamam, Fasilitasi Perkawinan Beda Agama ....

52 Almubarrok, Pendampingan Terhadap Pasangan Beda Agama...
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tentang advokasi kasus PBA oleh LSM dengan pendekatan sosiolegal.
Kasus advokasi PBA yang disampaikan dalam penelitian ini dapat
dijadikan landasan sikap aparatur negara untuk lebih terbuka dengan
pasangan beda agama. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi
dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan atau regulasi
yang lebih akomodatif dan responsif dengan kondisi masyarakat
Indonesia yang plural.

E. Kerangka Teoretis
Peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan tiga teori. Tiga
teori tersebut adalah teori pluralisme hukum John Griffiths, teori
resistansi James C. Scott, dan teori struktural fungsional Talcott
Parsons. Penggunaan teori-teori sosial ini merupakan upaya peneliti
memposisikan hukum dalam konteks masyarakat yang lebih luas.
Teori pluralisme hukum digunakan untuk menjelaskan sebab terjadi
advokasi PBA. Teori resistensi dari James C. Scott digunakan peneliti
untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam advokasi dan upaya
pasangan beda agama mendapatkan legalitas perkawinan. Proses
harmonisasi hukum dalam advokasi PBA dianalisis dengan teori
struktural fungsional dari Talcott Parsons.
1. Teori Pluralisme Hukum

Pandangan awal tentang pluralisme hukum dapat dilihat dari
tulisan John Griffiths. Dia menjelaskan bahwa pluralisme hukum akan
terjadi dengan ‘adanya berbagai ‘sistem  hukum  dalam sosial
masyarakat.--Pluralisme hukum diawali bahwa hukum ‘mengacu pada
hukum normatif negara dan adanya berbagai hukum dalam lingkup
sosial yang menyertainya. Kondisi pluralisme hukum adalah ketika
adanya hukum dan lembaga-lembaganya tidak tergabung dalam satu
sistem tetapi memiliki sumber dan aktivitas penganturan masing-
masing dalam kondisi sosial yang beraneka ragam. Sehingga hukum
yang muncul adalah hasil dari pola persaingan, interaksi, negosiasi
yang tentu sangat kompleks dan dalam praktinya tidak dapat
diprediksi.*

% Arskal Salim, “Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: Contested
Legal Orders in Contemporary Aceh,” The Journal of Legal Pluralism and
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Pluralisme hukum kemudian dibagi menjadi 2 oleh Griffith
dengan istilah pluralisme kuat (strong pluralism) dan pluralisme
lemah (weak pluralism). Pluralisme hukum yang kuat mengacu pada
adanya fakta kemajemukan dalam pandangan hukum yang setara.
Jenis pluralisme ini meletakkan bahwa situasi bahwa tidak semua
hukum merupakan hukum negara atau dikelola formal negara.
Sehingga tidak ada hukum vyang lebih dominan. Sedangkan
pemahaman pluralisme yang lemah memandang bahwa hukum negara
lebih superior daripada sistem hukum yang lain. sistem hukum yang
lain kemudian didefinisikan seperti etnis kota, agama, kebangsaan
atau geografi. Dalam dalam kategori ini, penguasa memerintahkan
adanya hukum yang berbeda berada dalam populasi. Kondisi demikian
akhirnya mengabaikan aspek-aspek penting dari hubungan yang
kompleks antara bidang sosial non negara dan semi otonom.>*

Dalam perspektif global, definisi di atas dianggap masih kurang
tepat atau tidak dapat digunakan lagi oleh Sulistyowati Irianto. Dia
menyimpulkan bahwa ada beberapa konsep penting dalam pluralisme
hukum. Pertama, hukum memiliki peranan yang urgen dalam dunia
globalisasi dan hukum juga selalu berkaitan dengan domain sosial,
politik, dan ekonomi. Ketika hukum memiliki relasi kuat dengan
kepentingan ekonomi dan juga politik maka hukum memiliki
kekuasaan untuk mengatur dan mengontruksi segala sesuatu dalam
kehidupan manusia. .Kedua; adanya aktor, yangmenyebabkan hukum
bergerak baik para individu' atau jorganisasi: yang menjadi agen
perubahan hukum. Ketiga, pemahaman- globalisasi dalam konteks
sejarah, yaitu adanya penjajahan; penyiaran agama, dan perdagangan.
Kondisi ini akan menyebabkan hukum terus bergerak dengan karakter
yang berbeda pada setiap masanya. Keempat, pluralisme hukum
memberikan signifikansi adanya metodologi antropologi dengan
kajian multi-spatial dan multi-sited ethnografhy.>

Unofficial Law 42, no. 61 (2010): 1-29; Roger Cotterel, Sosiologi Hukum: The
Sociology of Law (Bandung: Nusa Media, 2012).

5 Indrayanti, Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama.

%5 Sulistyowati Irianto, “Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Global,” in
Kajian Sosio Legal (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).
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Unifikasi hukum perkawinan di Indonesia akan diuji jika
dikaitkan dengan masyarakat yang plural terkait tentang kasus
perkawinan beda agama. Undang-undang yang dibuat sejak orde baru
tersebut nampaknya belum sepenuhnya berhasil menghadapi
pluralisme hukum yang ada. Secara konstitusi, negara berhasil
meletakkan agama dan kepercayaan sebagai dasar sahnya perkawinan.
Namun, pada sisi lain mengabaikan praktik perkawinan beda agama
dan bahkan gagal mengantisipasinya. Negara secara teori berhasil
meletakkan keragaman masyarakat yang ada, namun belum berhasil
dalam solusi praktis perkawinan beda agama.>®

Sejarah perumusan UU Perkawinan di Indonesia sangat jelas
diwarnai tekanan pendukung hukum agama (terutama Islam) sehingga
nilai keagamaan dalam UU ini sangat tegas. UU tersebut secara jelas
menyatakan bahwa perkawinan merupakan peristiwa hukum dengan
landasan agama dan meletakkan negara bertugas memastikan bahwa
perkawinan dijalankan sesuai agama oleh para pihak dan hukum
negara. Walaupun demikian, permasalahan muncul jika perkawinan
beda agama terjadi karena tidak ada bab khusus tentang perkawinan
beda agama dalam UU tersebut. Padahal kasus perkawinan ini
bukanlah hal yang baru dan seakan-akan tidak pernah terjadi. Kondisi
ini kemudian menyebabkan perbedaan penafsiran hukum atau
setidaknya tidak ada kata kesepakatan para ahli hukum bahwa negara
tidak melarang perkawinan ini.”’

Ketidaktepatan thukum sebagai akibat ketidakpastian hukum
perkawinan-beda agama telah terjadi di Indonesia. Negara setidaknya
harus mampu menjawab.bahwa perkawinan tersebut dapat disebut
sebagai langkah yang ilegal atau langkah yang sengaja diabaikan.
Apabila negara menyerahkan jawaban problem ini kepada ahli hukum,
maka didapatkan ada empat jawaban hukum. Pertama, perkawinan
beda agama merupakan jenis perkawinan yang sepenuhnya dilarang
oleh negara dengan alasan apapun. Perkawinan yang dilakukan

% Ratno Lukito, “The Enigma of Legal Pluralism in Indonesian Islam:
The Case of Interfaith Marriage,” Journal of Islamic Law and Culture 10, no. 2
(2008): 179-191.

57 1bid.
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dengan beda agama dianggap tidak sah beserta keturunan yang
dihasilkannya. Maka pendapat ini akan berimplikasi bahwa negara
wajib melakukan menghindari praktik perkawinan beda agama ini dan
siapapun yang tetap menjalankan perkawinan ini maka disebut sebagai
tindakan ilegal. Kedua, pendapat ahli bahwa perkawinan beda agama
tidak dilarang hanya karena adanya UU Perkawinan. Maka jika ingin
tetap menjalankannya, salah satu dari pasangan harus tunduk pada
agama pasangan sebelum melakukan akad perkawinan dilakukan
sehingga perbedaan agama dapat dihilangkan. Namun jika salah satu
pihak tidak mau tunduk kepada salah satunya maka perkawinan dapat
merujuk kembali prinsip lama yaitu istri harus tunduk kepada hukum
suami. Ketiga, serupa dengan pendapat yang kedua, perkawinan beda
agama dapat dilakukan apabila adanya perjanjian perkawinan tentang
keturunan untuk memilih agama suami atau istri. Keempat, para ahli
hukum kontemporer melihat perkawinan beda agama adalah persoalan
hak asasi manusia. Mereka beranggapan bahwa perkawinan beda
agama merupakan hak asasi manusia yang berhak dilindungi oleh
negara. Sehingga negara tidak boleh melarang warga negaranya
melakukan perkawinan beda agama karena perkawinan adalah hak
semua warga negara yang wajib diakui oleh negara sesuai dengan
Deklarasi Hak Asasi Manusia. Pandangan ini berargumen bahwa
agama tidak dapat menjadi alasan pelarangan atau pembatalan
perkawinan. Dengan demikian, negara dengan segala kekuasaanya
tidak dapat melakukan: pelarangan  beda: agama karena dianggap
melanggar ‘prinsip-prinsip hak asasi ‘manusia yang telah diakui di
dunia.*®

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan
teori pluralisme hukum dari Griffith untuk menganalisis dan
menjawab problem akademik pandangan ICRP Jakarta dan Percik
Salatiga tentang isu perkawinan beda agama. Pandangan LSM tersebut
adalah bagian dari sistem hukum yang plural dan berhubungan
berbagai sistem hukum dalam masyarakat. Alasan LSM dalam
mengadvokasi perkawinan beda agama memberikan makna bahwa

%8 1bid.
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negara memiliki otoritas dan masyarakat harus bernegosiasi agar dapat
mendapatkan keadilan dalam mencapai keadilan sosial. Salah satu
argumen yang dibangun dalam advokasi perkawinan beda agama
adalah landasan hukum yang merupakan bagian dari pluralisme
hukum. Argumen, gagasan, dan pendapat tentang implementasi
perkawinan beda agama di LSM akan mendeskripsikan pluralisme
hukum perkawinan beda agama dalam masyarakat. Lebih dari itu,
apakah argumen dalam setiap kasus yang dibangun selalu konstan,
yaitu adanya sikap kompromi antara hukum negara sebagai superior
dan penafsiran hukum agama yang plural dan penegakan nilai-nilai
hak manusia. Secara ringkas, teori ini akan menjawab problem
akademik tentang ide dan gagasan dari kedua LSM itu untuk dapat
menjalankan advokasi perkawinan beda agama.

2. Teori Resistansi James C. Scott

Resistensi secara umum selalu terkait dengan power atau
kekuasaan. Kekuasaan terkesan dipahami bersifat top-down menekan
dari atas. Kondisi kekuasaan terbentuk oleh struktur ekonomi dan
politik (negara, kapital) serta aktifitas lewat aktor atau elit tertentu.
Power juga terkesan menggunakan kekerasan fisik, kekerasan, atau
dalam konteks yang negatif. Pada sisi lain kekuasaan tidak selalu
bekerja lewat tekanan dan kekerasan. Kekuasaan dapat bekerja dengan
cara-cara persuasif,, orang ;dapat; ikut .tanpa: paksaan. Hakikat dari
power itu adalah bersifat abstrak yaitu tidak dapat melihat langsung
tetapi hanya mengetahui efek "dari ‘power” melalui ‘kerjanya luar,
dampak dari efek'atau'yang diakibatkan.*

Dialektika power dari atas dan power dari bawah adalah
perdebatan inti yang dilihat dari dialektika struktur (structure) dan
agensi (agency). Agensi ada manusia dan agensi non manusia. Agensi

% James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden
Transcripts (New Haven: Yale University Press, 1990); Timothy J. Lukes,
“Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. By James C. Scott.
(New Haven: Yale University Press, 1990), 251,” American Political Science
Review 85, no. 4 (Desember 1991): 1454-55; Charles Tilly, “Domination,
Resistance, Compliance ... Discourse,” Sociological Forum 6, no. 3 (September
1991): 593-602.
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non manusia adalah seperti alam. Agensi manusia mencakup kapasitas
atau kemampuan manusia untuk bertindak melakukan sesuatu.
Tindakan manusia dipengaruhi manusia yang memiliki interest dan
motivasi dari aktor yang melakukan tindakan itu.®

Struktur dalam masyarakat ada dua jenis, yaitu konkrit dan
abstrak. Struktur ada yang kongkret misalnya seseorang ketika mau
masuk rumah, ada pagar. Pagar ini adalah struktur yang menghalangi
orang yang mau masuk rumah. Struktur yang bersifat abstrak
merupakan struktur yang lebih sulit diketahui. Misalnya, ada sistem
kepercayaan bahwa suami dan anak laki-laki harus diutamakan dalam
keluarga. ©

Struktur dapat menjadi faktor yang penghambat, menghalangi
atau dapat juga menjadi faktor peluang untuk aktif bertindak atau
mendapatkan akses pada agensi yang bertindak. Jika agensi itu
memiliki karakteristik yang memungkinkan dia memanfaatkan
struktur. Upaya mengatasi hambatan struktur yang dialami agensi
untuk bertindak atau mendapatkan benefit maka agensi dapat
meningkatkan kapasitasnya.®

Agensi yang mau mendapatkan kerja, maka agensi
meningkatkan skill, pengetahuan, belajar sendiri, dan lainnya. Adapun
agensi yang punya kapasitas bukan berarti agensi sepenuhnya bebas
bertindak seperti yang dikehendaki. Agensi tidak dapat bebas

6 James C. Scott, ‘Domination and the Arts of Resistance: Hidden
Transcripts (New-Haven: ‘Yale University Press, 1990); Jocelyn A. Hollander
dan Rachel L. Einwohner, “Conceptualizing Resistance,” Sociological Forum
19, no. 4 (Desember 2004): 533-54.

61 . Scott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts;
Hollander dan Einwohner, “Conceptualizing Resistance,”: 533-54; R. Factor
dkk., “A Social Resistance Perspective For Delinquent Behaviour Among Non-
Dominant Minority Groups,” British Journal of Criminology 53, no. 5 (1
September 2013): 784-804; Charles Tilly, “Domination, Resistance,
Compliance ... Discourse,” Sociological Forum 6, no. 3 (September 1991): 593-
602.

62 Linda S Myrsiades, “James C. Scott. Domination and the Arts of
Resistance: Hidden Transcripts. New Haven: Yale University Press, 1990..
272.,” College Literature, 2024; Carol J. Greenhouse, “Hegemony and Hidden
Transcripts: The Discursive Arts of Neoliberal Legitimation,” American
Anthropologist 107, no. 3 (September 2005): 356—68.
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bertindak semaunya karena ada struktur- struktur yang dia
diinternalisasikan sendiri (selfsensor) dari agensi itu sendiri.
Misalnya, agensi mau bertindak tetapi dia terinternalisasi pada struktur
tertentu dia akan menilai apakah ini pantas atau tidak pantas
dilakukan, dapat atau tidak dilakukan, benar atau tidak benar.%®

Ketika Scott meneliti kampung di Malaysia, dia ingin melihat
protes petani. Dia melihat bahwa ada potensi terjadi revolusi petani di
Malaysia. Malaysia dipilih karena berada di dunia ketiga, negara yang
pernah dijajah oleh Inggris, dan setelah merdeka menerapkan
kebijakan modernisasi pada bidang pertanian yaitu dengan revolusi
hijau.

Revolusi petani bertumpu pada bibit unggul dan tidak lagi
menggunakan bibit tradisional. Upaya peningkatan produksi pertanian
dilakukan dengan mekanisasi, semua diganti mesin-mesin, dan
traktor. Semua petani menggunakan input kimia baik pupuk kimia,
pestisida, dan pemberantas hama. Target dari revolusi petani adalah
untuk peningkatan produksi padi terutama yang menggunakan sawah.

Resistensi (perlawanan) adalah sesuatu yang terbentuk oleh
berbagai repertoar yang maknanya bersifat khas untuk waktu, tempat,
dan hubungan sosial tertentu. James C. Scott menyebutkan bahwa
perlawanan kelas memuat tindakan-tindakan apapun yang dilakukan
oleh kaum yang kalah. Perlawanan orang kalah ini ditujukan untuk
mengurangi ataumenolak klaim,(misalnya sewa, pajak, gengsi) yang
dibuat oleh kaum atas|(tuarvtanah, petani kaya, negara).>

8 Scott, Domination and the Arts of Resistance...; R. Factor dkk., “A
Social Resistance Perspective For Delinquent Behaviour Among Non-Dominant
Minority Groups,” British Journal of Criminology 53, no. 5 (1 September 2013):
784-804; “Rituals of Resistance: A Critique of the Theory of Everyday Forms
of Resistance: Rejoinder,” 2024.

8 Jocelyn A. Hollander dan Rachel L. Einwohner, “Conceptualizing
Resistance,” Sociological Forum 19, no. 4 (Desember 2004): 533-54; R. Factor
dkk., “A Social Resistance Perspective For Delinquent Behaviour Among Non-
Dominant Minority Groups,” British Journal of Criminology 53, no. 5 (1
September 2013): 784-804; James C. Scott, “Afterword to ‘Moral Economies,
State Spaces, and Categorical Violence,”” American Anthropologist 107, no. 3
(September 2005): 395-402; Harry G. West dan Celia Plender, “An Interview
with James C. Scott,” Gastronomica 15, no. 3 (1 Agustus 2015): 1-8; Charles
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Scott membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu;
Perlawanan publik atau terbuka (public transkrip), dan perlawanan
tersembunyi atau tertutup (hidden transkrip). Resistensi terbuka
merupakan bentuk resistensi yang terorganisasi, sistematis, dan
berprinsip. Manifestasi yang digunakan dalam resistensi terbuka
merupakan cara-cara kekerasan seperti pemberontakan, protes sosial
atau demonstrasi. Resistensi tertutup merupakan penolakan terhadap
kebijakan yang dipaksakan kepada masyarakat (kaum yang kalah
bawah). Tindakan resistensi tertutup dilakukan melalui simbolis atau
ideologis. Beberapa tindakan resistensi tertutup adalah gosip, fitnah,
atau penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa.®

Kedua kategori tersebut oleh Scott dibedakan atas artikulasi
perlawanan, bentuk, karakteristik, wilayah sosial, dan budaya.
Perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka
antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superordinat.
Sementara perlawanan sembunyi-sembunyi di karakteristikan oleh
adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-kelas
subordinat. Scott meninjau pengertian resistensi secara umum yang
melihat situasi yang sebenarnya di masyarakat.®

Tilly, “Domination, Resistance, Compliance ... Discourse,” Sociological Forum
6, no. 3 (September 1991): 593-602; James C. Scott, Domination and the Arts of
Resistance: Hidden Transcripts (New Haven: Yale University Press, 1990).

8 Greenhouse, “Hegemony ‘and- Hidden' Transcripts”; Hollander and
Einwohner, “Conceptualizing Resistance”; Scott, Domination and the Arts of
Resistance; “Rituals of Resistance: A Critique of the Theoryof Everyday Forms
of Resistance: Rejoinder.”

% Hollander dan Einwohner, “Conceptualizing Resistance,” 533-54;
Scott, Domination and the Arts of Resistance:; R. Factor dkk., “A Social
Resistance Perspective For Delinquent Behaviour Among Non-Dominant
Minority Groups,” British Journal of Criminology 53, no. 5 (1 September 2013):
784-804; Carol J. Greenhouse, “Hegemony and Hidden Transcripts: The
Discursive Arts of Neoliberal Legitimation,” American Anthropologist 107, no.
3 (September 2005): 356-68; K. Sivaramakrishnan, “Introduction to ‘Moral
Economies, State Spaces, and Categorical Violence,”” American Anthropologist
107, no. 3 (September 2005): 321-30; Ariane Dalla Déa, “Representations of
Resistance in Latin American Art,” Latin American Perspectives 39, no. 3 (Mei
2012); 5-9; James C. Scott, “Resistance without Protest and without
Organization: Peasant Opposition to the Islamic Zakat and the Christian Tithe,”
Comparative Studies in Society and History 29, no. 3 (Juli 1987): 417-52.
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Resistensi diartikan sebagai sesuatu yang bersifat organik,
sistematik dan kooperatif. Prinsip resistensi adalah tidak
mementingkan diri sendiri, berkonsekuensi revolusioner, dan
mencakup gagasan atau maksud-maksud yang meniadakan basis latar
belakang seputar kehidupan keluarga. James Scott mengungkapkan
bahwa resistensi menfokuskan pada bentuk perlawanan yang fakta
terjadi dan kejadiannya di sekitar kehidupan sehari-hari. Resistensi
merupakan bentuk perlawanan kaum minoritas lemah yaitu mereka
yang tidak memiliki kekuatan dalam melakukan penolakan terbuka.®’

Scott berusaha memahami subjek yang dalam revolusi industri
itu yang menang (win) atau terdampak negative (lose). Sesuai dengan
prediksi Marx, Scoot melihat bahwa yang diuntungkan adalah para
pemilik tanah dibandingkan yang tidak memiliki tanah. Jadi orang
yang tidak memiliki alat atau modal produksi semakin terpuruk dan
semakin miskin. Golongan yang terpuruk ini adalah buruh tani dan
orang lain yang tidak memiliki lahan. Meskipun buruh tani atau petani
yang tidak memiliki tanah dieksploitasi oleh pemiliki tanah, namun
Scoot tidak melihat otomatis seperti yang dibayangkan Marx bahwa
para petani otomatis melakukan mobilisasi, melakukan protes, dan
melakukan revolusi untuk mengganti sistem tersebut.%®

7 Hollander ‘'dan ‘Einwohner, “Conceptualizing Resistance,” 533-54;

Scott, Domination and the Arts of Resistance:; Carol J. Greenhouse, “Hegemony
and Hidden Transcripts: ‘The Discursive Arts of Neoliberal Legitimation,”
American Anthropologist 107, no. 3 (September 2005): 356-68; Ariane Dalla
Déa, “Representations of Resistance in Latin American Art,” Latin American
Perspectives 39, no. 3 (Mei 2012): 5-9; Aaron Schutz, “Rethinking Domination
and Resistance: Challenging Postmodernism,” Educational Researcher 33, no. 1
(Januari 2004): 15-23.

8 Jocelyn A. Hollander dan Rachel L. Einwohner, “Conceptualizing
Resistance,” Sociological Forum 19, no. 4 (Desember 2004): 533-54; “Rituals
of Resistance: A Critique of the Theory of Everyday Forms of Resistance:
Rejoinder,” 2024; Aaron Schutz, “Rethinking Domination and Resistance:
Challenging Postmodernism,” Educational Researcher 33, no. 1 (Januari 2004):
15-23; James C. Scott, “Revolution in the Revolution: Peasants and
Commissars,” Theory and Society 7, no. 1-2 (1979): 97-134; James C. Scott,
Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts (New Haven: Yale
University Press, 1990).
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Menurut Scott meskipun fenomena tidak ditemukan protes
terbuka namun itu tidak berarti mereka tidak mengalami perlawanan.
Scott untuk membuktikan itu dia menggunakan perspektif
dramaturgikal dan metode otografi. Ada on-stage dan backstage yaitu
asumsi bahwa tindakan manusia itu tergantung dari konteks. Jika
sedang berhadapan dengan orang yang powerfull atau lebih punya
pengaruh maka enggan untuk melakukan perlawanan dengan
mengatakan tidak setuju dan lain sebagainya.®

Scott menjelaskan bahwa para petani tidak melakukan
perlawanan protes terbuka karena protes secara terbuka tidak selalu
menguntungkan bagi petani bahkan lebih banyak resiko. Protes
terbuka jarang terjadi meskipun eksploitasi terjadi. Perlawanan
mereka itu dilakukan dengan tindakan keseharian mereka dan dikenal
dengan istilah everyday forms of resistance. Para individu
menggunakan beberapa taktik perlawanan yang sifatnya sporadic,
tidak terstruktur. Petani ini juga melakukan perlawinan dengan
menggosipkan ketidaksepakatannya terhadap tindakan kelompok
petani kaya atau petani yang bertanah. Para petani juga melakukan
kecurangan atau kriminal kecil, misalnya ketika ditanya berapa hasil
panen, mereka berupaya melakukan eksploitasi dengan tidak jujur.

Tindakan everyday forms of resistance ini bukan dalam konteks
untuk mengubah struktur, tetapi hanya untuk bertahan hidup. Lebih
banyak orang melakukan everyday forms of resistance daripada orang
melakukan crevolusi. | Kajian | Scott smemberikankontribusi untuk
melihat perfawanan ™ dalam ™ masyarakat ‘yang “sulit ™ melakukan
perlawanan secara terbuka:

8 Jocelyn A. Hollander dan Rachel L. Einwohner, “Conceptualizing
Resistance,” Sociological Forum 19, no. 4 (Desember 2004): 533-54; James C.
Scott, “Afterword to ‘Moral Economies, State Spaces, and Categorical
Violence,”” American Anthropologist 107, no. 3 (September 2005): 395-402;
James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts
(New Haven: Yale University Press, 1990); Marta Ifiiguez De Heredia, Everyday
Resistance, Peacebuilding and State-Making: Insights from “Afiica’s World
War” (Manchester University Press, 2017); Susan Gal, “Language and the ‘Arts
of Resistance,’” 2024.

0 James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden
Transcripts (New Haven: Yale University Press, 1990); Timothy J. Lukes,
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Hasil penelitian yang dilakukan Scott lebih banyak memberikan
kesempatan antropologi untuk menggali dan memahami proses
perlawanan agensi melawan struktur dalam masyarakat. Struktur
dalam masyarakat ini mencakup ekonomi, politik, dan budaya yang
membelenggu mereka. Pakai taktiknya dengan atau tanpa kekerasan,
individu atau kelompok, insendental atau berkesinambungan.

Antropolog cukup lambat melihat gerakan resistan menjadi
gerakan sosial. Gerakan sosial ini merupakan salah satu bentuk
perlawanan secara kolektif. Perlawanan yang dilakukan secara
kolektif tidak mesti menjadi gerakan sosial karena sifatnya lokal.
Lokal ini dibatasi dengan adanya batas-batas tertentu. Gerakan sosial
lebih dikenal bahwa cakupannya lebih luas tidak hanya pada lokal
tertentu atau komunitas tertentu dalam negara atau lintas komunitas
dengan batasan-batasan negara (transnasional).”

“Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. By James C. Scott.
New Haven: Yale University Press, 1990. 251p.,” American Political Science
Review 85, no. 4 (Desember 1991): 1454-55; R. Factor dkk., “A Social
Resistance Perspective For Delinquent Behaviour Among Non-Dominant
Minority Groups,” British Journal of Criminology 53, no. 5 (1 September 2013):
784-804; James C. Scott, “Resistance without Protest and without Organization:
Peasant Opposition to the Islamic Zakat and the Christian Tithe,” Comparative
Studies in Society and History 29, no. 3 (Juli 1987): 417-52; Ariane Dalla Déa,
“Representations of Resistance in Latin American Art,” Latin American
Perspectives 39, no. 3 (Mei 2012): 5-9; Marta Ifiiguez De Heredia, Everyday
Resistance, Peacebuilding-and State-Making: 'Insights from “Afirica’s World
War” (Manchester University Press, 2017).
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History 29, no. 3 (Juli 1987): 417-52; Carol J. Greenhouse, “Hegemony and
Hidden Transcripts: The Discursive Arts of Neoliberal Legitimation,” American
Anthropologist 107, no. 3 (September 2005): 356-68.

2 Jocelyn A. Hollander dan Rachel L. Einwohner, “Conceptualizing
Resistance,” Sociological Forum 19, no. 4 (Desember 2004): 533-54; R. Factor
dkk., “A Social Resistance Perspective For Delinquent Behaviour Among Non-
Dominant Minority Groups,” British Journal of Criminology 53, no. 5 (1
September 2013): 784-804; John Hund, “Are Social Facts Real?,” The British
Journal of Sociology 33, no. 2 (Juni 1982): 270; Gerry Van Klinken, “Citizenship
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Ide gerakan sosial muncul tidak selalu dari aktor lokal atau aktor
lokal terkoneksi di tempat lain sehingga menginspirasi gerakan di
lokal. Gerakan yang melibatkan berbagai aktor negara disebut dengan
transnasional social movement. Gerakan sosial dapat terjadi misalnya
disebabkan adanya gerakan lingkungan, gerakan masyarakat adat
(indegeonus peoples), gerakan feminis, dan gerakan lainnya yang
berbasis hak asasi manusia.

Perspektif gerakan sosial yang muncul banyak setelah 1960-an
berbeda dengan yang diprediksi oleh Marx. Gerakan sosial
kontemporer tidak lagi dicentuskan oleh para petani atau buruh,
umumnya diorganisir oleh kelompok urban terpelajar. Mereka
membangun gerakan sosial tidak selalu berafiliasi kepada kaum petani
maupun buruh. Gerakan sosial kontemporer tidak lagi berbasis kelas
yang sama, tapi lintas kelas dan disebut sebagai the new social
movement.”*

Gerakan sosial tidak selamanya dapat dibedakan dengan
gerakan kolektif. Pada umumnya gerakan sosial merupakan jaringan
informal yang berbasis adanya “kesamaan”  kepercayaan dan
solidaritas. Mobilisasi gerakan sosial terkait dengan sejumlah
konfliktual isu yang dilakukan lewat protes publik yang jelas yang
berlangsung berkali-kali.”

and Local Practices of Rule in Indonesia,” Citizenship Studies 22, no. 2 (17
Februari 2018):112-28, " https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445489;
James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts
(New Haven: Yale University Press, 1990).

8 “An Introduction to the Study of Social Movements” (2024); “‘New
Social Movements’ of the Early Nineteenth Century” (2024).

"4 David S. Mason, “Solidarity as a New Social Movement,” Political
Science Quarterly 104, no. 1 (1 Maret 1989): 41-58; Abby Peterson, “Review
Essay : Social Movement Theory,” Acta Sociologica 32, no. 4 (Oktober 1989):
419-26; “Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory,”
2024.

5 «““New Social Movements’ of the Early Nineteenth Century,” 2024;
“An Introduction to the Study of Social Movements,” 2024; “Resource
Mobilization and Social Movements: A Partial Theory,” 2024; David S. Mason,
“Solidarity as a New Social Movement,” Political Science Quarterly 104, no. 1
(1 Maret 1989): 41-58.
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Gerakan sosial bukan partai politik, kelompok kepentingan
(interest) tertentu, atau organisasi tertentu. Basis gerakan sosial adalah
jaringan yang pendukungnya terkoneksi dan saling berinteraksi satu
sama lain karena adanya kesamaan ide, gagasan, isu, atau tema
tertentu yang menyatukan mereka. Jaringan gerakan sosial dapat
terdiri dari individu, kelompok, dan atau organisasi. Gerakan sosial
bertujuan untuk merubah, mentransformasi, mempertahankan dan
atau mempromosikan suatu nilai-nilai. Sasaran perubahan dari
gerakan sosial adalah pemerintah, partai politik, institusi
multilateral.’

3. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (1902-1979)

Talcott Parsons merupakan tokoh sosiologi yang berlatar
belakang seorang ahli biologi dan ekonomi. Teori struktural
fungsional berkembang di Amerika dan mirip dengan logika biologis.
Buku Talcott Parsons yang terkenal adalah The Structure of Social
Action, dan The Social System.”’

Latar belakang teori struktural fungsional diawali karena adanya
teori dari Emile Durkheim yang mengenalkan solidaritas mekanik dan
solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan kesatuan
masyarakat yang terjadi karena ada unsur kesamaan di dalamnya.
Sedangkan solidaritas mekanik merupakan kesatuan masyarakat
karena berbagai perbedaan dan saling: membutuhkan. Misalnya, dosen
ketika sakit ‘membutuhkan. dokter, ‘dokter ryang tersandung kasus
hukum akan” membutuhkan pengacara, dan lain sebagainya. Teori
struktural fungsional yang dikemukakan ‘elen Parson merupakan

5 Abby Peterson, “Review Essay: Social Movement Theory,” Acta
Sociologica 32, no. 4 (Oktober 1989): 419-26; “Resource Mobilization and
Social Movements: A Partial Theory,” 2024; D.W. Lee, “Resistance Dynamics
and Social Movement Theory: Conditions, Mechanisms, and Effects,” Journal
of Strategic Security 10, no. 4 (Desember 2017): 42-63.

7 Parsons, “The Structure of Sosial Action”; Talcott Parsons, The Social
System, ed. Bryan S. Turner, 2nd ed. (Taylor & Francis e-Library, 2005); Robert
Cole, “Structural-Functional Theory, the Dialectic, and Social Change,” The
Sociological Quarterly 7, no. 1 (1966): 39-58; Sciulli and Gerstein, “Social
Theory and Talcott Parsons in the 1980s.”
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pengembangan solidaritas organik yang disampaikan oleh Emiel
Durkheim.” Masyarakat terwujud dengan selalu ada stratifikasi sosial
dan kehidupan masyarakat selalu diseimbangkan dengan power atau
kekuatan dalam masyarakat itu sendiri. Struktural fungsional sangat
populer setelah perang dunia Il karena dunia sedang mengalami
kehancuran dan pada saat itu membutuhkan teori sosial yang optimis
dan harmonis.”

Asumsi yang dibangun oleh teori struktural fungsional adalah
masyarakat dianalogikan seperti organisme hidup yang dapat
dianalogikan seperti tubuh manusia. Tubuh manusia merupakan
kesatuan dari berbagai sistem organisme dan sistem organisme tubuh
manusia terdiri beberapa subsitem. Masyarakat terdiri dari beberapa
struktur atau bagian yang disebut sebagai sub sistem. Beberapa bagian
dari masyarakat itulah yang kemudian membentuk kesatuan yang
bersifat besar. Masyarakat terdiri dari beberapa struktur sosial seperti
struktur agama, hukum, budaya, pendidikan, ekonomi, dan politik.°

8 Whitney Pope, “Durkheim as a Functionalist,” The Sociological
Quarterly 16, no. 3 (1975): 361-379; Robert N. Bellah, “Durkheim and History,”
American Sociological Review 24, no. 4 (1959): 447-461; Whitney Pope,
“Durkheim as a Functionalist,” The Sociological Quarterly 16, no. 3 (1975):
361-379.

9 James W. McAllister and Diedel J. Kornet, “Historical and Structural
Approaches in the Natural and Human Sciences,” in The Future of the Sciences
and Humanities, ed. Peter Tindemans, Alexander Verrijn-Stuart, and Rob Visser
(Amsterdam: Amsterdam University Press, n.d.); Kingsley Davis, “The Myth of
Functional Analysis as a Special Method in Sociology and Anthropology,”
American Sociological Review 24, no. 6 (1959): 757-772; Bernard Barber,
“Talcott Parsons on the Social System: An Essay in Clarification and
Elaboration,” Sociological Theory 12, no. 1 (1994): 101-105; Pope, “Durkheim
as a Functionalist”; Coleman, “Social Theory, Social Research, and a Theory of
Action”; John R. Fisher, “Systems Theory and Structural Functionalism,” in 21st
Century Political Science A Reference Handbook (Los Angeles, London, New
Delhi, Singapore, 2010), 71-80.

8 Fisher, “Systems Theory and Structural Functionalism”; Jerry A Fodor
and Janet Dean Fodor, “Functional Structure, Quantifiers, and Meaning
Postulates,” Linguistic Inquiry 11, no. 4 (1980): 759-770; Wayne Wilcox,
“Political Change in Pakistan: Structures, Functions, Constraints and Goals,”
Pacific Affairs 41, no. 3 (1968): 341-354; R S Mann, “Functionalism, Structurs-
Functionalism : An Analysis,” Indian Anthropologist 7, no. 1 (1977): 1-19;
Barber,  “Structural-Functional ~ Analysis: Some  Problems  and
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Struktur atau bagian-bagian dalam masyarakat tersebut saling
memengaruhi satu dengan yang lainnya. Teori ini berusaha mencari
unsur-unsur  dari  masyarakat yang saling memengaruhi,
mengidentifikasi setiap unsur, dan menerangkan fungsi unsur dalam
masyarakat. Ketertiban akan tercipta jika ada struktur strata dalam
masyarakat dimana masing masing individu mengakui posisinya dan
patuh pada sistem nilai yang melandasi struktur tersebut. Untuk
mewujudkan menyeimbangakan tersebut tiga elemen dalam
masyarakat harus saling terkait, antara lain status sosial, peran sosial,
dan norma sosial.®! Berdasarkan status sosial maka dalam kasus
perkawinan beda agama dapat dibagi menjadi 3 hal pokok, yaitu
pasangan beda agama, negara dengan segala institusi, perangkat
hukum, dan administrasinya, dan lembaga swadaya masyarakat yang
aktif mengadvokasi pasangan PBA. Struktur masyarakat ini sangat
dipengaruhi oleh kekuatan masing-masing. Setiap status sosial
tersebut memiliki fungsi dan peran yang diharapkan terkait
interaksinya dengan individu lain dalam masyarakat yang sangat
dipengaruhi oleh norma norma dalam masyarakat.

Masyarakat dapat menjadi kesatuan karena ada konsensus atau
kesepakatan antar bagian dari masyarakat. Konsensus ini merupakan
juga upaya agar masyarakat dapat bertahan hidup dan menjaga
keseimbangannya. Untuk mencapai kesepakatan menjadi kesatuan

Misunderstandings™; Cole, “Structural-Functional Theory, the Dialectic, and
Social Change”; Richard ‘A."Wanner and Lionel'S. Lewis, “The Functional
Theory of Stratification: A, Test of Some Structural Hypotheses,” The
Saciological Quarterly 19, no. 3 (1978): 414-428; Coleman, “Social Theory,
Social Research, and a Theory of Action”; Randall Collins, “Functional and
Conflict Theories of Educational Stratification,” American Sociological Review
36, no. 6 (1971): 1002-1019; Fisher, “Systems Theory and Structural
Functionalism.”

8 Parsons, “The Structure of Sosial Action”; Parsons, The Social System;
Mann, “Functionalism, Structurs-Functionalism: An Analysis”; Alan Banard,
“Functionalism and Structural Functionalism Concept of Theory in
Anthropology :,” Cambridge University Press, 2000; Darren Bradley,
“Functionalism and The Independence Problems,” Nols 48, no. 3 (2014): 545—
557; Groth, “Structural Functionalism and Political Development: Three
Problems”; Gosta Carlsson, “Reflections on Functionalism,” Acta Sociologica 5,
no. 4 (1962): 201-224.
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masyarakat maka diperlukan pra syarat. Pra syarat agar tercapai
konsensus kesatuan masyarakat adalah adaptation, goal attainment,
integration, latency.®? Adaptation berarti bahwa struktur masyarakat
harus beradaptasi dengan struktur masyarakat itu berada atau adaptasi
terhadap lingkungan. Struktur dalam masyarakat harus beradaptasi
dengan sistem-sistem yang lain. Misalnya saja, masyarakat memiliki
sub sistem ekonomi maka struktur masyarakat yang memiliki sub
sistem ekonomi harus beradaptasi dengan sub sistem yang lain, agama,
politik, budaya dan lainnya. Goal attainment adalah upaya
menerjemahkan tujuan dari sebuah sistem dari masarakat atau
menjaga sistem dan pelembagaannya dari upaya untuk mengubahnya.
Subs sistem memiliki peranan dan fungsi yang berbeda-beda. Tetapi
keseluruhan dari bagian sistem itu harus dapat mendukung dan
menerjemahkan pada tujuan pokok atau utamat yang lebih besar.
Sebagaimana tangan punya sistem, kepada punya sistem sendiri, tetapi
dalam keseluruhan harus ada tujuan keseluruhan dari tubuh ini.
Integration adalah penyatuan antar sub sistem yang ada dalam
masyarakat menjadi sebuah kesatuan. Integrasi anggota masyarakat
atau pemeliharaan soladaritas menjadi penting dalam syarat agar
masyarakat menjadi mampu bertahan. Keseluruhan sub sistem dalam
masyarakat yang terintegrasi yang akan menciptakan terjadinya
keseluruhan apa yang diharapkan masyarakat. Latency merupakan
upaya pemeliharaan, pola.yang ada dalam masyarakat atau kontrol
situasi yang lebih umum demi kepentingan herbagai tujuan yang
hanya dapat-dicapai dengan tindakan. Keteraturan masyarakat dapat
dimulai dari keteraturan.dalam /institust: keluarga keluarga, agama,
ataupun pendidikan. Tugas menstabilkan keteraturan tersebut dapat
melalui proses internaliasi dengan cara sosialisasi. Ayah atau ibu
dalam keluarga akan menginternalisasi terhadap hal yang bersifat
bersama. Lembaga keluarga, pendidikan, ataupun agama juga selalu
mengajarkan tentang baik buruk, tradisi, halal dan haram.®

82 Mann, “Functionalism, Structurs-Functionalism: An Analysis,” 1977.

8 Parsons, “The Structure of Sosial Action”; Uta Gerhardt,
Understanding the Structure of Social Action, Cambridge University Press (New
York: Cambridge University Press, 2002); Mann, “Functionalism, Structurs-
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Teori Struktur sosial berasumsi bahwa struktur sosial harus
memiliki fungsi yaitu menjaga keberlangsungan sistem sosial atau
elemen masyarakat yang saling memengaruhi. Apabila salah satu
elemen dari masyarakat tidak berfungsi sebagaimana mestinya akan
berpengaruh kepada lembaga lain atau sistem masyarakat. Apabila
sebuah lembaga bermasalah akan memberikan efek atau memengaruhi
kepada kepada lembaga lain. Sehingga, struktural fungsional
menekankan bahwa masyarakat harus berada dalam kondisi harmonis,
stabil, dan seimbang. Jika ada gangguan maka halangan disebut
sebagai antisosial dan harus dihukum.®

Asumsi lain tentang teori struktural fungsional adalah bahwa
perubahan sosial merupakan sarana mencapai keseimbangan yang
baru. Pergolakan dalam masyarakat untuk mencapai keseimbangan
yang lebih baru. Teori ini memandang bahwa konflik sebagai saran
mencapai kestabilan yang baru. Misalnya, seseorang yang mandi bola
akan berakibat bola menjadi berserakan, tetapi ketika seseorang
tersebut keluar dari mandi bola maka bola akan rapi dengan
sendirinya. Dalam kasus lain, Perang dunia | yang terjadi antara tahun
1914 sampai dengan 1918 dan perang dunia I1 yang terjadi pada tahun
1939 sampai dengan 1945 hanya dipandang untuk mencapai
keseimbangan baru. Sehingga, teori struktural fungsional lebih
menarik untuk melihat dan menganalisis kestabilan dunia yang terjadi
terjadi antara 1918,sampai dengan 1939,

Teoric struktural fungsional dalam rpenelitian ini digunakan
untuk menganalisis bahwa kasus perkawinan beda agama yang telah
memunculkan beberapa strata sosial."Keberadaan strata sosial karena

Functionalism: An Analysis,” 1977; Pierre L. van den Berghe, “Dialectic and
Functionalism: Toward a Theoretical Synthesis,” American Sociological Review
28, no. 5 (1963): 695-705; Fisher, “Systems Theory and Structural
Functionalism,” 2010.

8 Dolby, “The Ultrastructural Relation: A Synthesis of the Functional and
Structural Relations”; Barber, “Structural-Functional Analysis: Some Problems
and Misunderstandings™; Sciulli and Gerstein, “Social Theory and Talcott
Parsons in the 1980s”; Groth, “Structural Functionalism and Political
Development: Three Problems”; Parsons, “The Structure of Sosial Action”;
Coleman, “Social Theory, Social Research, and a Theory of Action”; Low and
Meghir, “The Use of Structural Models in Econometrics.”
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perkawinan beda agama di Indonesia selalu dilatarbelakangi adanya
perbedaan pandangan terkait hukum, agama, dan akibat sosial.
Penelitian ini berusaha mengaitkan hubungan tersebut dengan tokoh
agama, regulasi, lembaga swadaya masyarakat, dan pasangan beda
agama. Sehingga, penelitian ini dapat menelaah konflik yang terjadi,
melakukan analisis peran LSM dalam menangani isu kontroversi
perkawinan beda agama, dan tanggapan dari tokoh agama terhadap
advokasi LSM terhadap pasangan beda agama.

F.  Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah penelitian kualitatif.®
Pemilihan jenis ini karena peneliti berupaya menjawab permasalahan
tentang advokasi pasangan beda agama PBA, data yang diperoleh
berupa pernyataan-pernyataan dan analisnya bersifat kualitatif.
Peneliti bertanya, memotret, mengalisis, dan mengkonstruksi situasi
sosial sehingga mendapatkan pemahaman terhadap advokasi terhadap
pasangan beda agama.®® Data yang dikumpulkan merupakan data
empiris yang berisi fakta-fakta tentang advokasi PBA yang dilakukan
ICRP Jakarta dan Percik Salatiga.

2. Tempat dan Sumber Data Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan berfokus pada.dua lembaga swadaya
masyarakat:(LSM).yaitu ICRP Jakarta dan Percik Salatiga. Fokus
penelitian atau objek penelitian ini adalah-advokasi terhadap pasangan

8 Penggunaan istilah kualitatif dalam buku Creswell disebut sebagai
pendekatan (research approach). Sugiyono menyebut kualitatif adalah bagian
dari perspektif metode penelitian. John W Creswell and J David Creswell,
Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches,
2018; Sugiyono Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2013); Komang Adi Sastra Wijaya, Metode Penelitian
Sosial (Sleman: Impulse, 2021).

8 Sugiyono menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif terbagi
menjadi tiga tahapan utama, yaitu tahapan deskripsi atau orientasi, tahap
reduksi, tahap seleksi. Feny Rita Fiantika et al., Metodologi Penelitian
Kualitatif (Padang: Global Eksekutif Teknologi, n.d.); Sugiyono, Metode
Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.
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beda agama yang di advokasi oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga.
Penelitian ini melibatkan informan (subjek penelitian) adalah tokoh
dari ICRP Jakarta dan Percik Salatiga, sebagian dari pasangan PBA
yang diadvokasi oleh kedua LSM, pemuka agama, pihak Disdukcapil,
dan informan pihak dari KUA.®" Informan berasal dari berbagai
wilayah Indonesia yaitu Malang, Jakarta, Yogyakarta, Sumatra Utara,
Salatiga, dan lainnya. Semua nama informan dalam disertasi ini ditulis
dengan nama samaran dan tanpa menyebutkan alamat secara detail.

Sumber data primer penelitian ini adalah tokoh dari ICRP
Jakarta dan Percik Salatiga, sebagian dari pasangan PBA yang
diadvokasi oleh kedua LSM, pemuka agama, pihak Disdukcapil, dan
informan pihak dari KUA. Buku, jurnal, website instansi/lembaga
resmi (Website Mahkamah Konstitusi, Disdukcapil) dan sumber
internet lain (link youtube, link website) yang terkait dengan PBA
menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini. Penggunaan Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Kamus Oxford (Oxford Dictionary of
English) dan website lain untuk memudahkan penulisan menjadi data
tersier dalam penelitian ini. Rincian sumber data dan pemanfaatannya
dalam penelitian ini disampaikan dalam penjelasan berikut.

Informan dari LSM adalah beberapa orang yang menjadi bagian
dari ICRP Jakarta dan Percik Salatiga memiliki atau menyimpan data
yang diperlukan dalam penelitian, memberikan informasi dan
menangani advokasi. perkawinan beda. Narasumber dari LSM dipilih
berdasarkan keterlibatan informan, memiliki-informasi yang relevan,
dan memahami-dengan tema penelitian-ini.” Informan dari LSM ini
berperan dalam ™ membantu’ peneliti ‘dalam "menjawab problem
akademik dan menjalin relasi dengan pemuka agama dan informan
pasangan beda agama. Tokoh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga
memberikan informasi data penelitian, memberikan informasi tokoh
agama yang dapat dijadikan informan, dan juga memberikan informasi
pasangan beda agama yang dimungkinkan dapat menjadi informan.

8 Fiantika et al., Metodologi Penelitian Kualitatif; Wijaya, Metode
Penelitian Sosial; Gutomo Priyatmono, On Writing Well: Sebuah Pengantar
Untuk Kebaruan Dalam Disertasi (Sleman: Lembaga Impulse, 2020).
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Narasumber dari pasangan PBA adalah sebagian pasangan
perkawinan beda agama yang diadvokasi oleh ICRP Jakarta dan
Percik Salatiga. Pemilihan pasangan ini berdasarkan kesediaan klien
menjadi informan, telah diadvokasi oleh ICRP Jakarta atau Percik
Salatiga, dan melakukan perkawinan beda agama tanpa konversi
agama. Peneliti sejak awal tidak menentukan pasangan beda agama
dengan agama tertentu. Informan dari PBA tersebut tidak ditentukan
sebelum ke lapangan baik asal kota, dan agama.

Empat informan terdiri dari tiga pasangan pengguna (user)
ICRP Jakarta dan satu pasangan sebagai pengguna Percik Salatiga.
Informan dari pasangan pengguna ICRP Jakarta lebih banyak daripada
pengguna Percik Salatiga karena pengguna ICRP Jakarta lebih mudah
dihubungi melalui WhatsApp dan lebih siap sebagai informan.
Beberapa pengguna Percik Salatiga telah berusaha dihubungi, namun
sebagian tidak siap menjadi informan karena menjaga kerahasiaan
pribadi atau keluarga mereka. Informan pasangan beda agama berasal
dari berbagai kota di Indonesia. Informan pasangan beda agama
berasal dari Jakarta, Surabaya, Malang, dan Yogyakarta.

Informan dari tokoh agama adalah tokoh agama yang memiliki
kemampuan menyampaikan problem PBA, memahami persoalan
hukum PBA, dan sebagian ikut serta dalam advokasi terhadap
pasangan PBA. Pemuka agama ini sebagian besar dikenal dan
direkomendasikan-sebagai  informan ;oleh pihak Percik Salatiga atau
ICRP Jakarta. Penelititidak menentukan pemuka agamayang menjadi
informan adalah” mereka"yang ‘menolak- atau menerima keabsahan
PBA. Upaya penggalian informasi dari pemuka agama terkait dengan
pro dan kontra PBA, pengalaman pemuka agama dalam menangani
PBA, dan harapan pemuka agama dalam kasus PBA.

Beberapa pemuka agama yang menjadi informan berada di
Salatiga, Yogyakarta, Sumatra Utara, dan di Jakarta. Sebagian besar
pemuka agama yang menjadi informan berada di Salatiga. Peneliti
berjumpa dengan informan pemuka agama dari Salatiga di berbagai
macam lokasi baik di gereja, kampus, di rumah, di perpustakaan, dan
lainnya. Beberapa sebagian pemuka selain dari Salatiga ditemui
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melalui zoom meeting dan kegiatan diskusi baik online maupun offline
melalui talkshow.

Tiga informan dari Disdukcapil merupakan pegawai dari
Disdukcapil yang memiliki tugas terkait pencatatan perkawinan.
Pegawai dari Disdukcapil yang menjadi informan dalam penelitian ini
terdiri dari tiga kota, yaitu Wonogiri, Surakarta, dan Salatiga. Ketiga
Disdukcapil ini dipilih karena memiliki tentang pengalaman
pencatatan PBA yang berbeda, baik dalam memahami peraturan
perundang-undangan, dan teknis pencatatan PBA.

Penelitian ini menggunakan sumber data dokumen berupa buku,
jurnal, website, atau dokumen lain yang mendukung penelitian ini.
Buku dan jurnal yang digunakan merupakan buku atau jurnal yang
ditulis ICRP Jakarta dan Percik Salatiga, hasil penelitian sebelumnya
yang terkait dengan advokasi PBA di kedua LSM, dan buku lain yang
terkait dengan tema PBA. Website yang dijadikan referensi data
penelitian ini adalah website ICRP Jakarta dan Percik Salatiga,
website instansi terkait, dan website lain yang terkait dengan informasi
PBA. Referensi lain yang digunakan peneliti dalam penelitian ini
adalah peraturan perundang-undangan, buku tentang teori yang terkait
dengan penelitian, dan data pendukung lain yang diperlukan untuk
penelitian ini.

3. Pendekatan;Renelitian

Penelitian ini. dilakukan dengan sosiolegal. Peneliti berupaya
melihat kasus advokasi PBA merupakan realitas sostal dan merupakan
peristiwa hukum. Jawaban dari masalah dalam penelitian ini dijawab
bukan secara normatif. Alasan kedua LSM melakukan advokasi
pasangan beda tidak semata-mata karena adanya hukum normatif
semata tetapi ada faktor-faktor realita sosial lain yang terkait dengan
hukum. Pendekatan sosiolegal digunakan untuk menjelaskan tentang
proses advokasi PBA dan proses terjadinya harmonisasi hukum.
Proses advokasi PBA dikaji dengan data penelitian dan dianalisis
dengan teori resistensi dan proses harmonisasi hukum dikaji dengan
teori struktural fungsional.
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4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti berupaya untuk mengumpulkan data sebagai langkah
awal dalam menganalisis data. Pengumpulan data penelitian ini
dilakukan dengan wawancara, observasi, diskusi, dan dokumentasi.®
Penelitian data dilakukan dengan wawancara kepada sejumlah
informan tersebut diatas. Sebagian wawancara dan diskusi dilakukan
melalui online karena sebagian waktu penelitian dilakukan pada masa
pandemi Covid-19.

Peneliti melakukan observasi di ICRP Jakarta dan Percik
Salatiga. Observasi dipilih sebagai metode peneliti dalam memastikan
eksistensi kedua LSM dalam melakukan advokasi PBA. Peneliti
mengamati bangunan fisik, kondisi lingkungan ICRP Jakarta dan
Percik Salatiga, dan melihat proses PBA sebagai bentuk usaha peneliti
memahami dan menjawab problem penelitian.

Peneliti aktif mengikuti diskusi dan studi dokumen untuk
mendapatkan data tentang kedua LSM, PBA, pasangan beda agama,
dan proses advokasi PBA. Sebagian besar diskusi yang dilakukan
peneliti adalah melalui talkshow baik online maupun offline. Kegiatan
diskusi tersebut melibatkan kedua LSM, pemuka agama, pasangan
beda agama, pakar hukum, pihak instansi terkait, dan ahli hukum.
Peneliti mengikuti diskusi yang diadakan di kampus UIN Sunan
Raden Mas Said Surakarta yang bertema tentang polemik legal hukum
dan narasi keagamaan pernikahan beda.agama pada tanggal 28 Maret

8 Pengumpulan’ data’ dapat dilakukan dengan berbagai setting, sumber,
dan cara. Berdasarkan setting, data dapat dikumpulkan melalui setting alamiah,
pada laboratorium dengan metode eksperiman, seminar, diskusi, dan lain-lain.
Berdasarkan sumber, data penelitian dapat menggunakan sumber primer dan
sumber tersier. Sumber primer merupakan sumber yang langsung memberikan
data kepada peneliti. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung
memberikan data kepada peneliti (melalui orang lain atau dokumen). Sedangkan
berdasarkan cara, teknik pengumpulan data kualitatif terdiri dari empat cara,
yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Creswell and
Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods
Approaches; Priyatmono, On Writing Well: Sebuah Pengantar Untuk Kebaruan
Dalam Disertasi; Fiantika et al., Metodologi Penelitian Kualitatif; Wijaya,
Metode Penelitian Sosial; Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif
Dan R&D.
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2022. Kegiatan tersebut menghadirkan pemuka agama Islam dari
Yogyakarta dan tokoh dari ICRP Jakarta.

Peneliti mengikuti diskusi melalui talkshow online melalui Live
Streaming yang diadakan oleh Katolikana hingga sembilan pertemuan
dengan tema beda agama. Kegiatan diskusi dari Katolikana ini
diadakan setiap setiap hari Senin dimulai pukul 20:00 WIB dimulai
tanggal 7 Februari 2022 hingga 28 Maret 2022. Kegiatan ini diadakan
dengan menghadirkan dari beberapa narasumber. Narasumber dalam
kegiatan tersebut adalah pemuka agama, tokoh dari ICRP Jakarta dan
Percik Salatiga, pasangan beda agama, akademisi, peneliti, mantan
pegawai Disdukcapil, legislator, dan tokoh aliran kepercayaan.

Peneliti tidak memfokuskan pada pasangan dengan agama
tertentu, tetapi lebih kepada pertimbangan kesukarelaan sebagai
informan, pengguna kedua LSM, dan pertimbangan waktu penelitian.
Informan dari pasangan beda agama lebih banyak dari pengguna ICRP
Jakarta yaitu tiga pasangan. Hal ini disebabkan beberapa pengguna
Percik Salatiga belum mau menjadi informan. Sedangkan, pasangan
pengguna ICRP Jakarta lebih relatif terbuka dan akses mendapatkan
lebih mudah karena ada grop WhatsApp khusus pasangan beda agama
dari pengguna ICRP Jakarta. Mayoritas dari pasangan memiliki agama
Islam dan Katolik serta Islam dan Kristen.

Peneliti menginventarisasi literatur yang terkait dengan
perkawinan beda jagama.yang, menjadi,-pokak rpenelitian. Kajian
pustaka dilakukanrdenganspenelusuran di rberbagai buku, artikel,
website, dan “peraturan” ‘perundang-undangan. “Hasil* penelitian
sebelumnya yang terkait:advokasi ' PBA di kedua LSM menjadi
rujukan penting dalam disertasi ini. Kedua LSM ini telah menerbitkan
buku tentang PBA dan mengadvokasi pasangan beda agama. Artikel
ataupun tesis dari peneliti atau mahasiswa tentang advokasi PBA di
kedua LSM juga menjadi kajian literatur penting dalam kajian ini.
Penggunaan website instansi digunakan dalam melihat profil umum
lembaga negara, LSM, dan penelusuran info perkembangan terkait
penelitian. Peneliti juga melakukan penelusuran media sosial untuk
memudahkan pengumpulan data dan melakukan cek kegiatan yang
pernah dilakukan oleh kedua LSM.
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5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada penelitian ini dilakukan dengan lima
tahapan, yaitu: koleksi data, reduksi data, penyajian data, intepretasi
data, dan pengambilan kesimpulan.®® Peneliti melakukan
pengumpulan data melalui berbagai teknik pengumpulan data
sebagaimana tersebut di atas. Informasi data hasil wawancara
direkam, dicatat, dan dikumpulkan menjadi bahan analisa data. Hasil
observasi di ICRP Salatiga dan Percik Salatiga didokumentasikan,
dikumpulkan, dan diseleksi oleh peneliti. Sumber data yang berupa
buku, artikel, website dan lainnya dikumpulkan oleh peneliti menjadi
dasar penting dalam analisis data. Semua data yang telah direkam,
dirangkum,

Semua data direkam, dirangkum, diidentifikasi, dan dipilih data
pokok yang menjadi objek penelitian, dan membuang data yang tidak
sesuai dengan tema penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian
diklasifikasi sesuai dengan kategori yang diperlukan. Data wawancara
dibagi berdasarkan sumber informan, yaitu dari ICRP Jakarta dan
Percik Salatiga, tokoh agama, pasangan beda agama, dan disdukcapil.
Data yang berupa studi pustaka diklasifikasi menjadi dua yaitu buku
atau artikel yang dihasilkan kajian PBA oleh ICRP Jakarta dan Percik
Salatiga, dan studi pustaka yang bersifat mendukung data penelitian.
Data yang tidak sesuai tema penelitian dibuang sehingga peneliti fokus
pada data yang terkait-dengan advokasi-pasangan beda agama.

Selanjutnya, npenelitis, menyajikan data empiris yang terkait
advokasi perkawinan beda agama ‘yang dilakukan oleh ICRP Jakarta
dan Percik Salatiga.” Informasi yang didapat peneliti kemudian
dideskripsikan terhadap hal yang didengar, dilihat, dan dirasakan oleh
subjek penelitian. Peneliti memaparkan data berupa teks naratif, dan
bagan sesuai dengan fakta yang ditemukan secara sistematis.

8 Analisis data penelitian merupakan tahapan mengumpulkan dan
menyusun dengan sistematis data yang telah dari berbagai teknik metode
penelitian dengan mengidentifikasi dan memilih data, serta membuat kesimpulan
sehingga mudah dipahami. Tahapan teknis analisis data penelitian kualitatif yaitu
pengumpulan dan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D;
Fiantika et al., Metodologi Penelitian Kualitatif.
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Penyajian data dilakukan secara sistematis dengan berdasarkan
problem akademik dalam disertasi ini, yaitu: alasan, proses, dan
konsensus dalam advokasi pasangan beda agama.

Interpretasi data dilakukan untuk dilihat relevansi dan
menganalisis setiap gerakan advokasi perkawinan beda agama di
ICRP Jakarta dan Percik Salatiga. Peneliti dalam upaya menjawab
kegelisahan akademiknya berusaha menginterprestasi dengan
menganalisis gejala-gejala fakta sosiologi yang ada dalam lapangan
penelitian. Teori penelitian pluralisme hukum digunakan untuk
interpretasikan data terkait alasan advokasi terhadap pasangan beda
agama. Teori resistensi digunakan peneliti untuk interpretasi data
terkait tantangan dan proses advokasi terhadap pasangan beda agama.
Sedangkan, teori struktural fungsional digunakan peneliti dalam
interpretasi data terkait dengan konsensus dalam advokasi terhadap
pasangan beda agama.

Peneliti  melakukan kesimpulan setelah data selesai
diinterpretasikan sehingga data memiliki makna. Penarikan
kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif. Peneliti
menarik kesimpulan dari fakta penelitian tentang advokasi terhadap
pasangan beda agama oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga menjadi
sebuah teori.

G. Sistematika;RPembahasan

Disertasi ini iditulis dalam enam bab, [dan masing-masing bab
terdiri dari-sub—bab "yang' saling" terkait ‘antara satu dengan yang
lainnya. Pada bab 1 berisi latar belakang dan'pentingnya tema ini
diangkat dalam penelitian. Peneliti berupaya mengungkapan problem
akademik untuk dijadikan landasan mencari jawaban penelitian, dan
selanjutnya berisi tentang kajian pustaka, kerangka teoritis, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab Il mengulas tentang alasan ICRP Jakarta dan Percik
Salatiga melakukan advokasi terhadap pasangan PBA di Indonesia.
Peneliti membagi alasan advokasi PBA dibagi menjadi tiga kategori,
yaitu pada alasan yuridis, pandangan dari ICRP Jakarta dan Percik
Salatiga terhadap PBA, dan alasan sosiologis. Alasan yuridis normatif
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merupakan alasan hukum yang digunakan advokasi PBA. Alasan
filosofis merupakan alasan yang digunakan oleh LSM dalam
memahami hakikat perkawinan. Alasan fakta sosial yang mendorong
adanya PBA disebut sebagai alasan sosiologis.

Pada bab Il berusaha menjawab kegelisahan akademik tentang
kegiatan ICRP Jakarta dan Percik Salatiga melakukan advokasi PBA.
Peneliti berusaha mendeskripsikan tentang tantangan, upaya yang
dilakukan oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga dalam menghadapi
hegemoni pelarangan PBA. Fokus pada bab ini adalah tentang bentuk
dominasi negara terkait PBA dan upaya ICRP Jakarta dan Percik
Salatiga dalam melakukan resistansi sehingga dapat melakukan
advokasi PBA.

Bab IV disertasi ini akan berusaha menjawab kegelisahan
akademik yang ketiga. Fokus pada bab 1V adalah tentang harmonisasi
dan konsensus yang dibangun oleh ICRP Jakarta dan Percik Salatiga
sehingga dapat melakukan advokasi PBA. Bab ini menjelaskan
tentang hubungan PBA sebagai fakta sosial, interaksi aktor yang
terlibat dalam kasus PBA, dan tindakan para aktor tersebut sehingga
terjadi konsensus hukum.

Bab V berisi penutup dan saran. Bab ini adalah upaya peneliti
untuk menyampaikan inti dan hasil diskusi dari bab sebelumnnya.
Saran berisi tentang rekomendasi yang dapat jadi pertimbangan baik
untuk peneliti berikutnya; para akademisi; dan pengambil kebijakan.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Tiga hal yang menjadi kesimpulan setelah dari pembahasan
sebelumnya adalah sebagai berikut: Pertama, advokasi terhadap
pasangan beda agama yang dilakukan oleh ICRP Jakarta dan Percik
Salatiga disebabkan karena alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis.
Alasan yuridis kedua LSM melakukan advokasi PBA adalah hukum
perkawinan di Indonesia yag tidak melarang PBA secara tegas. PBA
dapat dilakukan selama ada pengesahan atau pemberkatan dari
pemuka agama dan negara hanya bertugas mencatatkan perkawinan.
Secara filosofis, menurut ICRP Jakarta dan Percik Salatiga bahwa
hakikat perkawinan adalah menyatukan perbedaan, cinta merupakan
anugrah Tuhan, serta menikah dan beragama adalah hak setiap
individu. PBA dapat terjadi jika pasangan beda agama mampu
menerima semua perbedaan termasuk perbedaan agama. Perbedaan
agama bukan halangan terjadi perkawinan dan perkawinan tidak dapat
menjadi sebab konversi agama. Setiap orang berhak memilih agama
dan perpindahan agama harus dilakukan dengan penuh kerelaan.
Secara sosiologis, alasan ICRP Jakarta dan Percik Salatiga melakukan
advokasi terhadap pasangan beda agama adalah adanya kesulitan atau
penolakan dalam pencatatan' PBA 'sehingga negara cenderung
melakukan ‘diskriminasi terhadap hak sipil warga negara, pasangan
beda agama kesulitan dalam memperoleh restu dari orang tua atau
keluarga besar, dan pasangan beda.agama kesulitan mendapatkan
pengesahan perkawinan dari pemuka agama.

Kedua, advokasi terhadap pasangan PBA oleh ICRP Jakarta dan
Percik Salatiga dilakukan melalui kegiatan konsultasi, edukasi,
informasi, fasilitasi pemuka agama, dan fasilitasi proses perkawinan.
Pengalaman, sumber daya manusia, dan relasi yang kuat menjadi
modal terjadi advokasi dan resitensi atas pelarangan PBA. Advokasi
ini dilakukan sebagai bentuk resistensi baik secara terbuka melalui
hukum dan administrasi perkawinan dan maupun tertutup melalui
konsultasi, edukasi, informasi. Resistensi yang dilakukan oleh kedua
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LSM ini berbeda dengan konsep resistensi James C. Scott yang
dilakukan oleh kaum petani karena tanpa modal kekuatan, dan hanya
dilakukan dengan resistensi tertutup.

Ketiga, advokasi terhadap pasangan beda agama berdampak
pada harmonisasi hukum sehingga terjadi pencatatan PBA. Proses
harmonisasi hukum dilakukan oleh para aktor utama yang terkait
dengan kasus PBA, yaitu ICRP Jakarta, Percik Salatiga, pemuka
agama, pasangan beda agama, dan Disdukcapil. Upaya Harmonisasi
hukum dilakukan oleh kedua LSM melalui diskusi dengan berbagai
pihak, komitmen menciptakan keadilan, integrasi (kerjasama) antar
pihak terkait, dan menjaga nilai-nilai toleransi dan keadilan sosial.

B. Saran

Peneliti merekomendasikan kepada para pembaca agar dapat
memberikan saran dan Kritik untuk membangun tulisan ini agar lebih
baik. Kami menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna.
Pembaca dapat memberikan saran terkait aspek penting yang belum
ada dalam penelitian ini. Tema tentang PBA adalah perkawinan yang
kontroversial dan dinamika kebijakan terkait PBA selalu dinamis
sehingga ada peluang kajian atau.temuan lain yang belum ada dalam
penelitian ini.

Para akademisi dapat menjadikan tulisan ini sebagai rujukan
awal data untuk penelitian selanjutnya. Peneliti melihat bahwa perlu
ada pengembangan penelitian terhadap. peran, LSM dalam hak sipil
warga negara. Adarkelompok masyarakat non formal berbentuk grop
komunitas beda-agama yang tetap eksis memperjuangkan hak formal
legal pencatatan PBA. Kajian kelompok-kelompok minoritas yang
muncul dari masyarakat akibat regulasi perkawinan dan segala
aparaturnya belum banyak dikaji.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dibaca pengambil
kebijakan yang terkait perkawinan. Sehingga, para pengambil
kebijakan tersebut dapat membuat solusi bagi pasangan beda agama
yang belum dicatatkan oleh Disdukcapil. Problem PBA perlu
mempertimbangkan perlindungan terhadap wanita dan anak yang
dilahirkan. Disertasi ini semoga dapat menjadi salah satu rujukan,
namun perlu ada komparasi dengan penelitian lain atau referensi lain
yang terkait.
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